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A. Muh Faiz Adani (B111 13 372), Penyelesaian Sengketa Investor-State Dispute 
Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement of Investment 
Dispute (ICSID) ditinjau dari Perspektif HAM Internasional. Dibimbing oleh 
Abdul Hamid sebagai Pembimbing I dan Maskun sebagai Pembimbing II. 
 
 Penyelesaian sengketa antara investor dan negara terkait investasi diselesaikan 
melalui International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID). Salah satu 
isu yang timbul dalam penyelesaian sengketa antara investor dan negara adalah 
mengenai pemenuhan hak masyrakat suatu negara dalam sengketa investasi yang 
telah dijamin dalam peraturan HAM internasional. 
 
 Pada tahun 1997, ICSID mengeluarkan putusan antara Vivendi Universal 
melawan Negara Argentina, terhadap sengketa investasi internasional terkait 
pemutusan kontrak karya oleh Argentina terhadap perusahaan air swasta Vivendi 
Universal. Pemutusan kontrak karya oleh Argentina didasari alasan bahwa pemutusan 
kontrak perlu dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Argentina terhadap 
masyarakatnya dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap air. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian 
sengketa investasi melalui ICSID dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa 
investasi melalui ICSID dalam kasus Vivendi Universal melawan Negara Argentina 
dalam perspektif HAM internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif 
yang menggunakan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 
deskriptif. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa (1) 
penyelesaian sengketa investasi dalam ICSID memiliki karakteristik dan mekanisme 
tersendiri yang berbeda dari penyelesaian sengketa internasional pada umumnya.; 
serta (2) putusan ICSID dalam Vivendi Universal melawan Negara Argentina 
memberikan dampak pada pemenuhan hak masyarakat terhadap air sebagai salah satu 
bagian dari HAM internasional. 
 
Kata kunci: Sengketa Investasi, International Centre for Settlement of Investment 












A. Muh Faiz Adani ( B111 13 372 ), Settlement Dispute Investor-State Dispute 
Settlement (ISDS) through International Centre for Settlement of Investment 
Dispute (ICSID) according international human rights perspective. Supervised 
by Abdul Hamid as Advisor I and Maskun as Advisor II 
Settlement dispute between investor and state related to investment to be 
conducted under International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID). 
One of the issue emerged in settlement dispute between investor and state regarding 
society rights fulfillment in a state on investment dispute that has been granted in 
international human rights regulations. 
In 1997, ICSID has issued awards between Vivendi Universal against 
Argentina, toward international investment dispute related to contract termination by 
Argentina against private water company Vivendi Universal. The contract termination 
by Argentina was based on that contract termination should be in accordance with 
Argentina obligation to its society on society right fulfillment on water. 
The aim of this study is to acknowledge settlement dispute mechanism trough 
ICSID and to understand investment dispute settlement in Vivendi Universal case 
against Argentina in international human rights perspective. 
This study is normative that using secondary data. This data is collected 
through library studies then to be analyzed qualitatively and presented descriptively.   
According to study result obtained, author has concluded that (1) investment 
dispute settlement in ICSID has characteristic and its own mechanism that differs 
from international settlement dispute in general, as well (2) awards ICSID in Vivendi 
Universal against Argentina has contributed impact to society rights fulfillment on 
water as one of international human rights.  
Keyword : Investment dispute, International Centre for Settlement of Investment 
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A. Latar Belakang 
Seiring dengan arus globalisasi dalam bidang ekonomi yang pesat, 
kemajuan teknologi dan komunikasi memberikan implikasi pada 
kegiatan ekonomi yang tidak lagi terkungkung oleh batas-batas negara. 
Fenomena-fenomena regionalisme yang terjadi di berbagai belahan 
dunia, seperti ASEAN atau Uni Eropa juga makin mengurangi ikatan 
batas-batas negara ini.1 Lebih lanjut, pembahasan mengenai 
perkembangan ekonomi global, dalam konteks konstelasi peraturan 
ekonomi internasional semakin progresif. Hal ini mengakibatkan 
semakin kompleksnya pengaturan kebijakan ekonomi internasional. 
Fenomena di atas sebagian besar diwarnai pula oleh semakin 
meningkatnya saling ketergantungan (interdependency) ekonomi di 
dunia.2 Ketergentungan ini disebabkan karena setiap negara memiliki 
kebutuhan untuk menunjang kegiatan ekonominya, di sisi lain memiliki 
sumber daya yang dibutuhkan oleh negara lain, sehingga terjadi 




                                                             
1 Huala Adolf. Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. Cetakan keempat, 
Rajawali Pers: Bandung, 2005, hlm.1. 
2 Wolfgang Friedman. The Changing Structure of International Law. Steven and 
Sons: London, 1964, hlm. 21. 
3 John. H. Jackson. International Economic Law: Encyclopedia of Public International 
Law, Instalment 8. 1985, hlm. 149. 
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Ketergantungan ekonomi negara dengan negara lain menjadi 
dasar pembentukan konstelasi peraturan ekonomi global yang bertujuan 
untuk membatasi atau mengatur agar tindakan-tindakan negara tidak 
merugikan kepentingan-kepentingan negara lain ataupun kepentingan 
warga negaranya.4 Dilihat dari karakteristiknya, peraturan ekonomi 
global atau yang biasa disebut hukum ekonomi internasional merupakan 
salah satu bagian dari hukum internasional publik. Dikategorikan 
sebagai hukum internasional publik karena kegiatan ekonomi 
internasional yang dimaksud melibatkan antara negara dengan negara 
secara langsung. 
Sumber-sumber hukum ekonomi internasional, sesuai dengan 
ketentuan hukum internasional publik terdiri atas perjanjian 
internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum, keputusan hakim 
maupun ajaran dari ahli hukum.5 Dewasa ini, sumber hukum ekonomi 
internasional yang utama dibentuk dari perjanjian internasional. Alasan 
masyarakat internasional lebih tertarik untuk mengadakan perjanjian 
internasional adalah karena cara ini dianggap yang paling cocok untuk 
menciptakan hak dan kewajiban di bidang ekonomi internasional.6 
Kompleksitas ilmu dan praktik ekonomi global menjadikan 
perjanjian internasional di bidang ekonomi menjadi sangat bervariatif. 
Dewasa ini, salah satu jenis perjanjian ekonomi internasional yang 
terkenal dan sering dipraktikkan adalah perjanjian perdagangan bebas 
                                                             
4 Louis Henkin, et al. International Law. West Publishing Co.: St. Paul, 1995, hlm. 
1394. 
5 Pasal 38 ayat (1) International Court of Justice Statute. 




(Free Trade Agreement) yang bersifat multilateral. Perjanjian 
perdagangan bebas yang dimaksud akan membentuk organisasi 
ekonomi regional yang disebut free trade areas yang ditujukan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara yang 
menjadi anggota dari perjanjian ekonomi regional tersebut. Perjanjian 
perdagangan bebas sangat bervariatif, dari perjanjian perdagangan 
bebas regional seperi ASEAN Free Trade Agreement7 hingga perjanjian 
perdagangan bebas antar regional seperi Trans-Pacific Partnertship 
Agreement (TPP)8 yang saat ini banyak diperbincangkan. 
Dewasa ini, tak hanya pergerakan barang dan jasa secara lintas 
batas negara yang menjadi kegiatan ekonomi yang sering dilakukan 
antar negara, tetapi pergerakan aliran modal antar negara atau investasi  
menjadi salah satu komponen penting dalam hubungan ekonomi 
transnasional.9 Penanaman modal asing langsung atau dikenal sebagai 
Foreign Direct Investment (FDI) diakui sebagai engine of growth karena 
peranannya yang penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu 
negara.10 Selain itu, investasi yang diatur melalui regulasi yang terkait 
dengan penanaman modal merupakan driving force proses 
                                                             
7 ASEAN Free Trade Agreement: http://asean.org/asean-economic-
community/asean-free-trade-area-afta-council/  
8 Trans Pacific Partnertship Agreement: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-
agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text  
9 E-U Petersmann. Constitutional Functions and Constitutional Problems of 
International Economic Law. Fribourg U.P: Switzerland, 1991, hlm. 2. 
10 Marthen Arie. Prinsip-prinsip Hukum dalam Penanaman Modal. Arus Timur: 
Makassar, 2013, hlm. 3. 
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pembangunan ekonomi karena kemampuannya menggerakkan aspek-
aspek pembangunan lainnya.11 
Pengaturan internasional mengenai investasi dibentuk baik melalui 
perjanjian bilateral investasi atau disebut sebagai Bilateral Investment 
Treaty (BIT) maupun melalui Free Trade Agreement (FTA) dengan 
klausula yang lebih luas dan kompeherensif terkait pengaturan investasi 
asing.12 Setidaknya ada 5.200 perjanjian internasional terkait investasi 
asing dan 2.200 diantaranya merupakan perjanjian bilateral investasi 
atau BIT.13 Lebih lanjut, dalam setiap perjanjian bilateral investasi 
maupun perjanjian perdagangan bebas terkait investasi mengatur 
mengenai penyelesaian sengketa apabila terdapat perselisihan yang 
terjadi antara para pihak dalam perjanjian investasi. Dewasa ini, akibat 
perkembangan investasi global yang sangat pesat, dibentuklah 
penyelesaian sengketa investasi dengan mekanisme penyelesaian 
sengketa negara-investor atau biasa disebut Investor-State Dispute 
Settlement (ISDS) yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi 
kepentingan investor asing yang melakukan investasi di negara 
penerima sehingga akan menarik minat para investor untuk 
menanamkan modalnya di negara lain. 
Klausula ISDS dalam perjanjian investasi BIT maupun FTA 
memperbolehkan investor yang merasa dirugikan akibat tidak 
                                                             
11 Sumantoro. Kerjasama Patungan dengan Modal Asing. Alumni: Bandung, 1984, 
hlm. 29. 
12 Surya P. Subedi. International Investment Law: Reconciling Policy and Principle. 
Hart Publishing: Oxford, Oregon, 2008, hlm. 2. 
13 UNCTAD. ‘Systematic Issues in International Investment Agreements (IIAs). 
United Nations, New York, 2006. 
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dilaksanakannya kewajiban negara penerima dalam memberikan 
perlindungan bagi kepentingan investor untuk melakukan gugatan. 
Dimana gugatan tersebut akan diajukan ke sebuah institusi internasional 
yang bernama International Center Settlement for Investment Dispute 
(ICSID). 
ICSID merupakan institusi international yang secara eksklusif 
melakukan penanganan terhadap sengketa investasi oleh investor 
dengan negara tempat investor melakukan investasi14, untuk 
diselesaikan melalui tribunal ad hoc yang dibentuk melalui institusi ini15. 
Untuk mempromosikan pembangunan ekonomi internasional, maka 
dibentuklah institusi ini yang dirancang untuk mempromosikan 
penyelesaian sengketa antara negara dengan investor asing.16 Lebih 
lanjut, pembentukan dan operasi institusi ini diatur melalui Konvensi 
ICSID. Di dalam Konvensi ICSID pula diatur mengenai mekanisme 
penyelesaian sengketa investasi internasional yang lebih lanjut secara 
khusus diatur dalam perjanjian bilateral investasi maupun perjanjian 
perdagangan bebas yang telah berlaku lebih dulu. 
Pengaturan penyelesaian sengketa Investasi dengan mekanisme 
ISDS dalam menjadi kekhawatiran bagi banyak pihak karena 
mekanisme tersebut dianggap lebih berpihak kepada pihak investor 
                                                             
14 Pasal 25 Konvensi International Centre for Settlement of Investment Dispute 
(ICSID Convention) 
15 ICSID Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules), 4 Int'l 
Tax & Bus. Law. 362 (1986), hlm. 364 
16 Christoph Schreuer. International Centre for Settlement of Investment Disputes 
(ICSID) on Principle of International Investment Law 2nd edition, New York, Oxford 
University Press, 2008, hlm. 1. 
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dibandingkan kepada negara.17 Saat ini, investor asing memiliki tendensi 
untuk menggugat negara dalam hal pembuatan atau penerapan regulasi 
yang terkait dengan aturan perpajakan, ekspor, aturan tarif air, bahkan 
hingga kebijakan publik hingga isu lingkungan. Dewasa ini, menurut 
United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
mayoritas kasus dalam ISDS didominasi oleh sektor power generation 
dan suplai tenaga listrik; minyak dan gas maupun pertambangan.18  
Fakta menunjukkan bahwa berdasarkan data dari UNCTAD19, 
Franck20, Center for Strategic and International Studies (CSIS)21, dan 
Trans Atlantic Business Council (TABC)22, baik perjanjian BIT maupun 
FTA terkait investasi berjumlah kurang lebih 5.200 perjanjian. Lebih 
lanjut, sampai akhir tahun 2014, ada 608 gugatan ISDS yang dibuat dan 
ada 356 gugatan yang diselesaikan dan 242 gugatan dibuat hanya 
untuk 10 negara yaitu Argentina, Venezuela, Republik Ceko, Mesir, 
Kanada, Ekuador, Meksiko, India, Ukraina dan Polandia. Ada 101 Kasus 
yang memenangkan investor dan sejumlah 132 kasus memenangkan 
negara. Lebih lanjut, sejumlah 101 kasus yang diselesaikan sebelum 
proses arbitrase dimulai. Mekanisme ISDS sendiri akan membuka 
potensi gugatan yang lebih banyak bagi negara penerima. Apalagi 
                                                             
17 Indonesia for Global Justice. Lembar Fakta Ancaman Perjanjian TPP : Masyarakat 
Indonesia #TolakTPP.  2016, hlm. 1. 
18 http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS, diakses pada 7 November 2016 
(20:27). 
19 EC. (2015). ‘Investor-to-State Dispute Settlement: Some facts and figures’. Hal. 1. 
20 S. D. Franck ‘Empirically Evaluating Claims about Investment Treaty Arbitration’. 
North Carolina Law Review 86. 2007, hlm. 57-59. 
21 Scott Miller. Investor-State Dispute Settlement : A reality check. Center for 
Strategic and International Studies, London. 2015, hlm. 24-26. 
22 Trans Atlantic Business Council (TABC). (2014). ‘ISDS Fact Sheet’. 
http://www.transatlanticbusiness.org/wp- content/uploads/2014/05/ISDS-Fact-
Sheet.pdf diakses pada 27 Oktober 2016 (22:52). 
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berdasarkan laporan UNCTAD pada tahun 2013-2015, investor asing 
asal Amerika Serikat dan Belanda adalah negara yang paling aktif 
menggunakan iSDS dengan nilai gugatan berkisar US$ 8 juta hingga 
US$ 2,5 miliar.23 Hal ini dapat mendatangkan kerugian yang masif 
kepada negara yang diwajibkan untuk membayar ganti kerugian dari 
keputusan pengadilan arbitrase internasional. 
Penyelesaian sengkat ISDS telah menjadi pembahasan yang 
marak dewasa ini. Kerugian signifikan yang ditimbulkan kepada negara 
merupakan faktor yang menjadi pertentangan dan kekhawatiran dalam 
penyelesaian sengketa investasi dalam framework ISDS itu sendiri. 
Tidak hanya itu, pembahasan juga dilakukan terhadap penyelesaian 
sengketa ISDS secara komperehensif, karena dalam penyelesaian 
sengketa ISDS dari perjanjian internasional manapun memiliki 
karakteristik yang serupa dengan yang lainnya. Sehingga hal inilah yang 
menjadi poin pembahasan dalam hukum internasional dewasa ini. 
Belum lagi, menurut beberapa ahli, mekanisme ISDS dalam beberapa 
perjanjian ekonomi internasional membuka celah terhadap pelanggaran 
dan penurunan nilai hak asasi.24 
Seperti contoh, pada tahun 2007, Bolivia menarik diri dari ICSID 
dengan pertimbangan bahwa peradilan investasi internasional 
(International Investment Tribunal)  tidak berimbang dalam 
mempertimbangkan kepentingan publik dan kepentingan privat dalam 
                                                             
23 Indonesia for Global Justice. Op. Cit, hlm. 2. 
24 “UN Experts say TPP and Fast Track Threaten Human Rights” 
https://www.eff.org/id/deeplinks/2015/05/how-tpp-and-fast-track-threaten-human-
rights diakses pada 7 November 2016 (22:56) 
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putusan-putusannya, karena dalam putusan-putusannya, ICSID lebih 
berpihak kepada pihak investor.25 Hal inilah yang menjadi dasar 
masyarakat internasional memberikan tekanan kepada peradilan 
investasi internasional untuk merekonsiliasi kepentingan privat dari 
investor dan kepentingan publik dari negara dan masyarakatnya.  
Pelanggaran dan penurunan nilai hak asasi terkait dengan 
pemenuhan kewajiban negara atas perjanjian bilateral investasi pernah 
terjadi pada tahun 1995. Ketika itu, Argentina dituntut oleh perusahaan 
swasta asal Perancis karena telah membatalkan perjanjian antara 
keduanya berdasarkan perjanjian bilateral investasi antara Argentina 
dan Perancis. Perusahaan swasta tersebut menaikkan tarif air bersih 
sehingga masyarakat Argentina tidak dapat mengakses air bersih 
dengan mudah, sehingga Argentina membatalkan perjanjian dengan 
perusahaan tersebut yang kemudian membuat perusahaan tersebut 
mengajukan gugatan ke ICSID atas kerugian yang ditimbulkan oleh 
Argentina terhadap perusahaan tersebut.26 Di satu sisi, Argentina 
memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan hak masyarakat 
terhadap akses air, di lain sisi Argentina memiliki kewajiban untuk 
memenuhi isi perjanjian bilateral investasinya. Dapat dikatakan bahwa 
hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia karena negara tidak dapat memenuhi hak masyarakatnya 
                                                             
25 Surya P. Subedi. Op. Cit, hlm. 3. 
26 ICSID Case No. ARB/97/3. Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi 




karena terhalang oleh kewajiban negara dalam memenuhi kewajibannya 
berdasarkan perjanjian bilateral investasi yang telah dibuat. 
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa mekanisme ISDS membuka 
peluang dan celah terhadap pelanggaran hak asasi baik bagi negara 
anggota maupun negara yang bukan anggota ICSID. Dilema antara 
pemenuhan kewajiban negara atas perjanjian investasi dengan 
pemenuhan kewajiban negara terhadap hak-hak masyarakatnya 
menjadi inti permasalahan dalam mekanisme ISDS. Isu pelanggaran 
hak asasi manusia kaitannya dengan ISDS sudah sejak lama 
digaungkan, walaupun sangat sedikit pihak yang membahas hal 
tersebut. 
Pembahasan mengenai ISDS dan HAM internasional merupakan 
pembahasan yang belum banyak dilakukan. Menggabungkan dua rezim 
hukum, dalam hal ini hukum ekonomi internasional dan HAM 
internasional sendiri telah mulai digaungkan oleh beberapa organisasi 
internasional seperti United Nations: Business and Human Rights27 dan 
Centre For the Study of Human Rights London School of Economics28. 
Akan tetapi, pembahasan mengenai ekonomi internasional, terkait ISDS 
dan kaitannya dengan HAM Internasional merupakan isu yang jarang 
dikaji. Padahal, pada kenyataannya, mekanisme ISDS memiliki potensi 
yang besar terhadap pelanggaran HAM Internasional. 
                                                             
27 United Nations Human Rights Council: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx  





Melihat dari fenomena pelanggaran HAM yang terjadi melalui 
mekanisme ISDS dalam perjanjian bilateral investasi maupun perjanjian 
perdagangan bebas, penulis merasa perlu melakukan analisis mengenai 
Perspektif HAM internasional dalam menyikapi mekanisme ISDS yang 
diatur secara umum melalui konvensi ICSID. Berkaitan dengan hal itu 
penulis menyusun skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa 
Investor-State Dispute Settlement melalui International Centre for 
Settlement of Investment Dispute ditinjau dari perspektif HAM 
Internasional”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumya, maka dapat 
dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa Investor-State 
Dispute Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement 
of Investment Dispute (ICSID)? 
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa Investor-State Dispute 
Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement of 
Investment Dispute (ICSID) ditinjau dari perspektif HAM internasional? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian : 
1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Investor-State 
Dispute Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement 
of Investment Dispute (ICSID). 
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2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa Investor-State Dispute 
Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement of 
Investment Dispute (ICSID) ditinjau dari perspektif HAM internasional. 
 
Manfaat Penelitian : 
1. Sebagai kajian yang berguna untuk menjadikan referensi mengenai 
penyelesaian sengketa ISDS melalui ICSID dan kaitannya terhadap 
HAM internasional dalam mengatasi masalah internasional. 
2. Sebagai panduan dalam melakukan suatu penelitian mengenai 
mengenai penyelesaian sengketa ISDS melalui ICSID dan kaitannya 
terhadap HAM Internasional dalam mengatasi masalah internasional. 
3. Bagi penulis sendiri, untuk menambah wawasan dan pengalaman 















A. Penyelesaian sengketa ekonomi internasional 
1. Konsep penyelesaian sengketa ekonomi internasional 
Pada pokoknya, Hukum Internasional menghendaki agar 
sengketa-sengketa antar negara dapat diselesaikan secara damai. 
Pengaturan secara damai dalam menyelesaikan sengketa pertama 
kali lahir sejak diselenggarakannya The Hague Peace Conference 
tahun 1899 dan 1907. Konferensi ini menghasilkan “The Convention 
on the Pacific Settlement of International Disputes” tahun 1907.29 
Sengketa menurut Mahkamah Internasional Permanen dalam 
kasus Mavromantis Palestine Concessions diartikan sebagai 
“a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal 
views or of interest between two parties.”30 
 
Dari pengertian tersebut, ada 3 aspek penting yang terkait, 
yakni para pihak tidak sepakat mengenai masalah fakta dan masalah 
hukumnya serta adanya ketidaksepakatan mengenai kepentingan 
para pihak.31 Penyelesaian sengketa biasanya diklasifikasikan 
kedalam dua cara, yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik 
dan penyelesaian sengketa secara hukum.32 
                                                             
29 Huala Adolf. Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. Op Cit, hlm. 293. 
30 PCIJ, Reports.  Palestine v. United Kingdom. Mavromantis Palestine Concessions 
case, judgment, 1924. 
31 Ernst-Ulrich Petersmann & Gunther Jaenicke. Adjudication of International Trade 
Dispute in International and National Economic Law. Fribourg U.P, 1992, hlm. 5. 
32 Palitha TB Kohona. The Regulation of International Economic Relations trough 
law. Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1985, hlm. 151. 
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Perbedaan antara penyelesaian sengketa secara diplomatik dan 
secara hukum terletak pada pengawasan para pihak terhadap 
prosedur dan hasil dari penyelesaian sengketa tersebut. 
Penyelesaian secara hukum dilakukan manakala para pihak sudah 
melepaskan pengawasannya terhadap beberapa prosedur hukum 
acara penyelesaiannya. Sebaliknya, penyelesaian secara diplomatik 
manakala para pihak menghendaki persetujuannya mengenai syarat-
syarat atau peraturan-peraturan penyelesaian sengketanya.33 Di 
samping itu, manakala pihak menyerahkan kepada penyelesaian 
secara diplomatis, penyelesaiannya secara sepihak dapat dibatalkan 
oleh salah satu pihak yang bersengketa. Ini disebabkan karena pada 
hakikatnya persyaratan-persyaratan penyelesaian melalui cara ini 
harus disepakati oleh para pihak dan tidak dapat begitu saja mengikat 
tanpa kesepakatan mereka.34 Peter Behrens menyatakan 
“....., the distinction between legal and diplomatic networks of 
dispute settlement turns, on the other hand, on the possibility to 
make a certain dispute resolution procedure obligatory between 
the parties, and on the other hand, on the bindingness and 
finality of the result”35 
Sengketa dalam hukum ekonomi internasional melibatkan 
berbagai subjek hukum ekonomi internasional. Sengketa dapat terjadi 
antara negara, negara dengan subjek hukum ekonomi internasional 
lainnya atau antara subjek hukum ekonomi internasional tertentu satu 
                                                             
33 Huala Adolf. Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. Op Cit, hlm. 295. 




sama lainnya. Lebih lanjut, sengketa ekonomi internasional bisa pula 
timbul antar organisasi dengan orang perorangan mengenai hukum 
perdata atau sengketa-sengketa yang bersifat hukum perdata atau 
antara organisasi internasional dengan pegawainya atau organisasi 
dengan negara anggotanya36. Penyelesaian sengketa umumnya 
dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara hukum karena 
kekuatan mengikat dari putusan yang dikeluarkan. 
2. Jenis penyelesaian sengketa ekonomi internasional 
Suatu sengketa dalam bidang ekonomi internasional 
diselesaikan sepenuhnya berdasarkan kesepakatan para pihak yang 
bersengketa. Metode penyelesaian sengketa telah secara 
kompeherensif ditetapkan melalui Piagama PBB yang memberikan 
pedoman kepada para pihak bersengketa dalam lingkup hukum 
internasional, dapat pula dijadikan sebagai pedoman dalam bidang 
hukum ekonomi internasional.37 Pasal tersebut menetapkan 
“The parties to any dispute shall seek a solution by negotiation, 
inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement 
resorting to regional agencies or arrangements, or other 
peaceful means of their own choice.”38 
 
Dewasa ini, subjek hukum ekonomi internasional menggunakan 
penyelesaian sengeketa secara hukum karena sifat putusannya yang 
mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa ekonomi internasional 
secara hukum dapat dibagi dua jenis, yaitu penyelesaian sengketa 
                                                             
36 Verloren Van Themaat. The Changing Structure of International Economic Law. 
Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1981, hlm. 186-187. 
37 Ernst-Ulrich Petersmann & Gunther Jaenicke. Op Cit, hlm. 13. 
38 Pasal 33 ayat (1) UN Charter 1945 
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melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan 
internasional. 
a. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada 
pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya 
final dan mengikat.39 Putusan arbitrase sifatnya mengikat dan 
final. Artinya, upaya banding oleh suatu pihak tidak 
dimungkinkan. 
Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase mulai 
digaungkan setelah dibentuknya the Hague Convention for the 
Pacific Settlement of International Disputes tahun 1989 dan 1907. 
Konvensi ini melahirkan suatu badan arbitrase internasional yaitu 
Permanent Court of Arbitration.40 Sejak itu kemudian, masyarakat 
interasional berupaya membentuk badan-badan arbitrase 
internasional baik yang sifatnya regional maupun internasional. 
Badan yang terkenal adalah The International Centre for the 
Settlement of Investment Disputes (ICSID, disebut sebagai the 
centre), suatu badan arbitrase yang menangangi sengketa-
sengketa penanaman modal asing antara negara dengan investor 
asing. 
b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional 
Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa 
selain melalui arbitrase adalah melalui pengadilan. Penggunaan 
                                                             
39 Huala Adolf. Arbitrase Komersial Internasional. Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hlm. 
2. 
40 Ibid, hlm. 314. 
  
16 
cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang 
ada ternyata tidak berhasil.41 Pengadilan dapat dibagi ke dalam 
dua kategori, yaitu pengadilan permanen seperti ICJ dan 
European Court of Justice (ECJ) dan pengadilan ad hoc atau 
pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, 
pengadilan ad hoc atau khusus lebih populer terutama di dalam 
kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan 
pengadilan ini memiliki fungsi yang penting dalam menyelesaikan 
sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi 
internasional42. Contoh yang menonjol adalah peranan badan-
badan pengadilan khusus dalam kerangkat General Agreement 
on Trade and Tariffs (GATT), sebelum terlebur ke dalam World 
Trade Organization  (WTO), yaitu dengan adanya badan-badan 
panel yang menyelesaikan sengketa ekonomi internasional antar 
negara-negara anggota GATT. 
Faktor penting yang mendorong negara untuk menyerahkan 
sengketanya kepada badan-badan peradilan seperti WTO adalah 
karena hakim-hakimnya tidak harus seorang ahli hukum. 
Hakimnya bisa saja seorang yang ahli atau speasialis mengenai 
pokok masalah atau sengketa. Kedua, adanya perasaan dari 
sebagian besar negara yang kurang percaya kepada suatu badan 
peradilan internasional yang dianggap kurang tepat untuk 
                                                             
41 ICJ. United State v. Italy. Judgment of July 20 1989. 
42 Palitha TB Kohona, Op Cit, hlm. 197. 
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menyelesaikan sengketa-sengketa dalam bidang ekonomi 
internasional.43 
B. Investor-State Dispute Settlement (ISDS) 
1. Konsep ISDS 
Konsep arbitrase telah menjadi teknik penyelesaian sengketa 
yang paling sering digunakan dalam penyelesaian sengketa 
Investasi.44 Dengan menyediakan forum di luar pengadilan domestik 
suatu negara, isu kurangnya kenetralan dan imunitas dapat secara 
umum dihindari. 
Mekanisme penyelesaian sengketa Investasi antara Investor 
dan negara (ISDS) pertama kali dikenal melalui instrumen perjanjian 
bilateral antar negara yang biasa disebut dengan Bilateral 
Investment Treaty (BIT). Sebelum BIT dikenal, sengketa Investasi 
melibatkan negara melawan negara lain, sehingga Investor tidak 
dapat menuntut negara secara langsung. Dengan begitu, apabila 
negara melakukan pelanggaran terhadap Hukum Investasi 
Internasional, Investor memiliki opsi terbatas untuk mendapatkan 
ganti rugi yang mengharuskan Investor meminta negaranya untuk 
mengajukan gugatan atas nama Investor kepada Mahkamah 
Internasional (International Court of Justice, disebut ICJ) sehingga 
ICJ yang memiliki jurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antar 
                                                             
43 Palitha TB Kohona, Op Cit, hlm. 152. 
44 Christian Tietje. The Impact of Investor-State-Dispute Settlement (ISDS) in the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership. Juni 2016, hlm. 19 
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negara dapat menyelesaikan sengketa investor dan negara 
tersebut.45 
ISDS atau Investor-State Dispute Settlement, secara harfiah 
berarti penyelesaian sengketa antara investor dan negara. Menurut 
Indonesia for Global Justice (IGJ), ISDS merupakan mekanisme 
penyelesaian sengketa yang membolehkan gugatan oleh investor 
terhadap negara atas penerapan peraturan perundang-undangan 
yang ‘dianggap tidak melindungi kepentingan investor’, di lembaga 
arbitrase internasional bernama International Center Settlement for 
Investment Dispute (ICSID).46 
Para ahli Hukum Investasi Internasional tidak dapat menemukan 
satu pengertian baku dari ISDS itu sendiri. Banyak kemudian para 
ahli yang menerjemahkan ISDS sebagai suatu metode atau 
mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara 
karena suatu pelanggaran terhadap Hukum Investasi Internasional.47  
Menurut Komisi Eropa bidang Investasi:  
“ISDS is a procedural mechanism provided for in international 
aggreements on investment. Where it allows an investor from 
one country to bring a case directly against the country in which 
they have invested before an arbitration tribunal.”48 
 
                                                             
45 S. D. Franck. Foreign Direct Investment, Investment Treaty Arbitration and the 
Rule of Law, 19 Global Business & Development Law Journal. 2007, hlm. 337, 343. 
46 Indonesia for Global Justice. Lembar Fakta Ancaman Perjanjian TPP : Masyarakat 
Indonesia #TolakTPP.  2016, hlm. 1. 
47 UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), “Investment Policy Hub: 
International Investment Agreements Navigator”, hlm. 1. 
48 Europe Commission on Investment. Factsheet on Investor-State Dispute 
Settlement. 2013, hlm.1. 
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Para ahli Hukum Investasi mengatakan bahwa ISDS merupakan 
mekanisme prosedural yang terdapat dalam perjanjian internasional 
mengenai Investasi, dimana investor dari suatu negara dapat 
mengajukan tuntutan secara langsung terhadap negara lain dimana 
mereka melakukan investasi kepada pengadilan arbitrase. Dimana 
untuk mengajukan gugatan, investor harus mendasarkan 
gugatannya pada pelanggaran atas perjanjian yang dilakukan 
negara tempat investor melakukan investasi.49 
Selain itu, ISDS juga diartikan oleh beberapa Ahli Hukum 
Investasi Internasional,  
Menurut Scott Miller: 
“Investor-state dispute settlement (ISDS), a provision in bilateral 
investment treaties (BITs) and other international investment 
agreements that allows investors to enter arbitration with states 
over treaty breaches, where those breaches created lost to the 
investor”50 
 
(ISDS merupakan suatu klausula dalam perjanjian bilateral antar 
negara maupun perjanjian investasi internasional yang 
membolehkan investor untuk memasuki penyelesaian sengketa 
arbitrase dengan negara karena pelanggaran perjanjian 
internasional yang dilakukan oleh negara, dimana pelanggara 
terhadap perjanjian tersebut menyebabkan  kerugian terhadap 
pihak investor.)51 
 
                                                             
49 Europe Commission on Investment. Factsheet on Investor-State Dispute 
Settlement. 2013, hlm. 2 
50 Miller, Scott. Investor-State Dispute Settlement : A reality check. Center for 
Strategic and International Studies, London. 2015, hlm. V 
51 Terjemahan bebas penulis 
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Menurut Kathryn Gordond dan David Gaukrodger melalui 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Investment Division (OECD) mengemukakan bahwa 
“ISDS is a fundamental element of States’ efforts to reinforce 
the credibility of the commitments they make in their 
international investment agreements. If a State is found to be in 
breach of its treaty obligations, the harmed investor can receive 
monetary compensation or perhaps other forms of redress.”52 
 
(ISDS merupakan elemen mendasar dari usaha negara untuk 
melaksanakan kredibilitas dari komitmennya untuk membuat 
perjanjian investasi internasional. Dimana ISDS berarti 
mekanisme penyelesaian sengketa yang dalam keadaan negara 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawabnya 
dalam perjanjian, investor yang mengalami kerugian dapat 
menerima kompensasi moneter ataupun bentuk lain dari ganti 
rugi.)53 
 
2. Prinsip-Prinsip dalam ISDS 
Prinsip-prinsip dalam ISDS merupakan bagian dari sistem 
Hukum Investasi Internasional yang tidak terpisahkan satu sama lain. 
Prinsip dalam ISDS digunakan untuk mencegah suatu negara untuk 
mengambil langkah yang tidak adil, baik secara langsung maupun 
tidak langsung bagi aset dari investor serta memberikan kompensasi 
kepada investor ketika hal tersebut terjadi yang menyebabkan 
kerugian bagi investor. Singkatnya, ISDS bertujuan untuk 
memberikan jaminan terhadap bingkai aturan yang aman dan dapat 
diprediksi bagi investor internasional serta untuk memfasilitasi 
                                                             
52 David Gaukroder. dan Kathryn Gordon. Investor-State Dispute Settlement : Public 
Consultation. Organisation for Economic Co-operation and Development Investment 
Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs Paris, France. 2012, hlm. 8. 
53 Terjemahan bebas penulis 
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keputusan dan investasi54. Prinsip-prinsip dalam ISDS sangat erat 
kaitannya dengan Hak negara untuk mengatur (The right to 
regulate), Hak negara untuk mengatur lahir dari putusan arbitrase 
yang bertujuan untuk memperjelas ambiguitas dari klausula 
perjanjian mengenai Investasi Internasional55. Hak negara untuk 
mengatur memiliki dua tujuan dasar yaitu Hak negara untuk 
mengatur investasi asing untuk mempromosikan pembangunan 
nasional prioritas dan Hak negara untuk mengatur sebagai bentuk 
perlindungan terhadap kesejahtraan masyarakat dari dampak negatif 
investasi, basik secara individual maupun kumulatif, dari investasi 
domestik dan asing secara seimbang.56 Hak negara untuk mengatur 
yang ditetapkan dalam ISDS memiliki tiga prinsip dasar, yaitu (1) Hak 
negara untuk mengatur dalam hal pengambilalihan (expropriation); 
(2) Hak negara untuk mengatur perlakuan yang adil dan merata (fair 
and equitable treatment), dan; (3) Hak negara untuk mengatur 
perlakuan nasional (national treatment).57 
c. Hak negara untuk mengatur dalam hal pengambilalihan 
(Expropriation) 
                                                             
54 E. Fabry and G. Garbasso. (2015). ‘ISDS in the TTIP: The devil is in the detail’. 
Jacques Delors Institute Policy Paper 122, Januari 2015.  
55 S. Spears. “The Question for Policy Space in a New Generation of International 
Investment Agreements,” 13 Journal of International Economic Law 1037. 2010, hlm. 
4 
56 Howard Mann. The Right of States to Regulate and International Investment Law. 
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57 Christian Tietje. Op Cit, hlm. 49 
  
22 
Menurut Black’s Law Dictionary, pengambilalihan didefinisikan 
sebagai penyerahan secara sukarela terhadap hak ataupun 
klaim; perbuatan melepaskan atau menanggalkan haknya 
terhadap sesuatu.58 Expropriation dikenal juga sebagai konsep 
dalam Hukum Internasional yang mengatur bahwa negara tidak 
dapat mengambil properti dari pihak asing, baik untuk 
kepentingan publik atau sebaliknya, tanpa kompensasi yang 
memadai.59  
Prinsip Hak negara untuk melakukan pengambilalihan diatur 
melalui BIT antar negara. BIT antara negara berisi klausula 
pengambilalihan tidak langsung secara singkat dan umum yang 
fokus pada dampak dari perbuatan negara untuk mengatur dan 
tidak mengatur mengenai pembedaan antara perbuatan yang 
berimplikasi pada kompensasi dan perbuatan yang tidak 
berimplikasi pada kompensasi. Seperti contoh, BIT yang berlaku 
di Amerika Serikat 
“any other measure or series of measures, direct or 
indirect, tantamount to expropriation (including the levying 
of taxation, the compulsory sale of all or part of an 
investment, leads to compensation”60 
 
(Tindakan lain maupun rangkaian dari tindakan lain untuk 
mengatur pengambilalihan, secara langsung maupun 
                                                             
58 Black’s Law Dictionary 4th Edition, hlm. 692. 
59 Ian Brownlie. Public International Law 6th Edition. Oxford University Press. 2003, 
hlm 509. 
60 Dolzer and Stevens, “Bilateral Investment Treaties”, International Center 
Settlement for Investment Dispute (ICSID). 1995, hlm. 98. 
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tidak langsung memiliki pengaruh kepada tanggung 
jawab negara untuk kompensasi.)61  
 
d. Hak negara untuk mengatur perlakuan yang adil dan merata 
(fair and equitable treatment) 
Prinsip Hak negara untuk mengatur perlakuan yang adil dan 
merata merupakan tanggung jawab negara untuk melakukan 
perlakuan yang adil dan merata sesuai dengan hak prosedural 
yang mengacu pada prinsip rule of law. Prinsip ini memberikan 
investor jaminan terhadap aturan hukum yang stabil dan dapat 
diprediksi, pengambilan keputusan yang konsisten dari negara 
host, perlindungan terhadap diskriminasi dan transparansi 
dalam melakukan investasi dengan negara host.62 Dalam 
praktiknya, tribunal telah mengaplikasikan prinsip fair and 
equitable treatment dalam kasus sengketa investasi. Dalam 
kasus terbaru ICSID, tribunal menegaskan: 
“A State has the right to enact, modify or cancel a low at 
its own discretion. Save for the existence of an 
agreement, in the form of a stabilization clause or 
otherwise, there is nothing objectionable about the 
amendment brought to the regulatory framework existing 
at the time an investor made its investment. As a matter 
of fact, any businessman or investor knows that laws will 
evolve over time. What is prohibited however is for a 
State to act unfairly, unreasonably or inequitably in the 
exercise of its legislative power.”63 
 
                                                             
61 Terjemahan bebas penulis 
62 C. Brower and S. Schill, “Is Arbitration a Threat of a Boon to the Legitimacy of 
International Investment Law?”, 9 Chicago Journal of International Law. 2009, hlm. 
472. 
63 Parkerings-Compagniet AS v. Lithuania (Putusan tanggal 11 September 2007), 
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24 
(Negara memiliki hak untuk melaksanakan, merubah 
ataupun membatalkan kebijakan negara mereka, dan 
tidak ada yang salah dan dapat dipermasalahkan 
mengenai amandemen peraturan yang ada pada saat 
investor melakukan investasi tersebut. Lebih lanjut, 
pelaku bisnis atau investor manapun mengetahui bahwa 
aturan akan berubah berdasarkan waktu. Apa yang 
dilarang dalam hal ini adalah bahwa negara tidak dapat 
bertindak tidak adil, tanpa alasan, tidak merata dalam 
melaksanakan kekuatan legislatif mereka.)64 
 
e. Hak negara untuk mengatur perlakuan nasional (national 
treatment) 
Prinsip ini menegaskan bahwa investor asing harus 
diperlakukan sama seperti investor domestik. Hak negara untuk 
mengatur perlakuan nasional menganalisis dan 
mempertimbangkan faktor “kemiripan”. “Kemiripan” dalam hal ini 
adalah kemiripan antara investor domestik dengan investor 
asing sehingga investor asing harus diperlakukan seperti 
investor domestik. Dimana dalam mempertimbangkan keadaan 
serupa antara investor asing dan investor domestik, tujuan 
perlindungan terhadap lingkungan harus menjadi 
pertimbangan.65 Dalam menilai “kemiripan”, terdapat dua 
elemen penting yang dijadikan pertimbangan, yakni (1) Prinsip 
umum terhadap perlindungan lingkungan dan; (2) Keadaan yang 
membenarkan aturan negara yang memperlakukan investor 
asing berbeda dengan investor domestik untuk melindungi 
                                                             
64 Terjemahan bebas penulis 
65 S.D. Myers, Inc. v. Canada (Putusan  tanggal 13 November 2000), 40 I.L.M. 1408, 
paragraf 285.  
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kepentingan umum masyarakat negara tersebut.66 Lebih lanjut, 
melalui Putusan Parkerings v. Lithuania, diputuskan bahwa 
perlakuan yang kurang baik terhadap investor asing dapat 
diterima apabila tujuan negara membenarkan perlakuan 
berbeda dalam kaitannya dengan spesifikasi dari investasi 
tersebut.67 
3. Perkembangan ISDS 
Konsep perlindungan investasi pertama kali dikenal 60 tahun 
silam, dan kurang lebih 30 tahun terakhir, perlindungan investasi 
tersebut kemudian disempurnakan dengan mekanisme penyelesaian 
sengketa yang dikenal sebagai ISDS yang telah menciptakan 
peraturan multi-layered mengenai mekanisme penyelesaian 
sengketa ISDS yang sekarang telah terdapat dalam BIT yang kurang 
lebih berjumlah 3000 BITs dan dalam bagian klausula investasi 
dalam Free Trade Agreements (FTAs) termasuk Trans Pacific 
Partnertship (TPP).68  
Instrumen perlindungan investasi pertama kali dimulai pada 
tanggal 25 November 1959 ketika BIT pertama ditandatangani.69 
Tahap pertama yang ditandai dengan penandatangan BIT pertama 
antara tahun 1959 dan pertengahan 1970, secara umum pada poin 
penolakan terhadap Hull Doctrine oleh New International Economic 
Order (NIEO). Tahap kedua dimulai pada pertengahan tahun 1980. 
                                                             
66 Ibid, paragraf 250. 
67 Parkerings-Compagniet, Op Cit. paragraf 371. 
68 Christian Tietje. The Impact of Investor-State-Dispute Settlement (ISDS) in the 
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Tahap ketiga dimulai ketiga pada saat Amerika Serikat masuk dalam 
pengembangan program BIT dan aktif dalam melakukan negosiasi 
BIT dengan negara lain. Pada tahap keempat, yang menjadi tahap 
terakhir bagi perkembangan perlindungan investasi memperkenalkan 
konsep ISDS dan menghapuskan konsep mekanisme penyelesaian 
sengketa tradisional.70 
C. International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) 
1. Sejarah ICSID 
 Isu sengketa investasi internasional pertama kali digaungkan 
melalui suatu institusi internasional yang bernama International 
Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID). ICSID 
merupakan institusi internasional yang dicetuskan oleh Bank Dunia 
(World Bank). Ketika ICSID dibentuk, Washington D.C. ditetapkan 
sebagai tempat kedudukan permanen institusi ini dan berafilisasi 
dengan Bank Dunia. Pertama kali ICSID dibentuk, hanya 20 negara 
yang menjadi negara anggota dari institusi ini.71 
 Terbentuknya ICSID merupakan akibat dari situasi 
perekonomian dunia pada waktu 1950-1960-an yaitu  khususnya 
dikala beberapa negara berkembang melakukan nasionalisasi 
perusahaan asing yang berada dalam wilayah kedaulatan 
negaranya masing-masing. Di antara kasus-kasus nasionalisasi 
yang langsung mempengaruhi dan menggerakkan Bank Dunia 
membentuk ICSID adalah kasus nasionalisasi perusahaan-
                                                             
70 Christian Tietje, Op Cit. hlm. 20. 
71 Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Op Cit. hlm. 59. 
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perusahaan Prancis di Tunisia. Kasus ini bermula ketika DPR 
Tunisia (The Tunisian National Assembly) yang mengeluarkan UU 
Nasionalisasi tanah-tanah milik orang asing (khususnya Prancis) 
pada tanggal 10 Mei 1964. Tindakan ini kemudian sangat 
mengejutkan pihak asing karena dengan adanya UU tersebut, 
berarti tanah milik orang-orang asing (Prancis) berikut kekayaan 
yang tertanam di dalamnya seluas 1 juta hektar ternasionalisasi. 
Presiden Prancis pada waktu itu, Jenderal Charles de Gaulie 
bereaksi keras terhadap tindakan pemerintah bekas jajahannya itu 
dan menyatakan tindakan tersebut sebagai tindakan brutal dan serta 
merta membatal-kan semua rencana bantuan keuangan (ekonomi) 
negaranya kepada Tunisia. Hubungan kedua negara pada waktu itu 
praktis sangat tegang dan panas.72 
 Kasus ini lantas mengejutkan masyarakat internasional yang 
merasa khawatir bahwa hubungan kedua negara dapat menjurus ke 
arah perang terbuka yang sudah barang tentu dapat merenggut 
banyak korban jiwa. Pada waktu itu reaksi dari pemilik tanah dan 
investor Prancis yang tanah/perusahaannya dinasionalisasi, adalah 
mengajukan masalah ini kepada lembaga internasional, antara lain, 
Bank Dunia. Namun upaya tersebut tidak membawa hasil yang 
berarti karena lembaga-lembaga tersebut memang tidak memiliki 
wewenang sama sekali dalam menangani kasus tersebut. Beberapa 
waktu kemudian, setelah kasus tersebut mereda, Bank Dunia lalu 
memprakarsai pembentukan suatu institusi internasional yang akan 
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menangani sengketa-sengketa penanaman modal antara investor 
asing dengan negara tua rumah. Upaya PBB ini membawa hasilnya 
yaitu dengan ditandatanganinya the Convention on the Settlement of 
Investment Dispute between states and Nationals of Other State 
atau disebut juga Konvensi ICSID.73 
  Pada masa awal pertumbuhannya ternyata institusi ini, meski 
sudah beranggotakan banyak negara, kurang mendapat tempat 
dalam penanganan kasus sengketa penanaman modal asing. Sejak 
ICSID didirikan pada tahun 1966, institusi ini sama sekali belum 
pernah menyelesaikan kasus sengketa penanaman modal asing. 
Baru pada bulan Desember 1970, 4 tahun kemudian, suatu jangka 
waktu yang realtif cukup lama untuk menanti suatu sengketa 
penanaman modal muncul, badan arbitrase menangani kasus 
pertamanya. Sampai 1981, baru 9 kasus yang dipercayakan kepada 
institusi ini untuk diselesaikan. Pada tahun 1981-1982, kasus yang 
masuk meningkat tajam dengan jumlah 13 kasus. 10 kasus 
berkenaan dengan arbitrase, 2 konsiliasi dan 10 menyangkut 
pembatalan keputusan. Walaupun begitu, ICSID tetap saja dianggap 
menjadi institusi yang kurang populer dalam lingkup arbitrase.74 
Sehingga manakala suatu ketika mereka menghadapi 
masalah/sengketa, wadah badan arbitrase sebagai cara 
penyelesaian suatu sengketa yang mereka rekomendasikan adalah 
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badan arbitrase lain, khususnya badan arbitrase menurut ICC 
(International Chamber of Commerce).75 
 Dewasa ini, kecendrungan akan semakin meningkatnya 
peranan institusi ICSID ini tampak pada tendensi negara dalam 
perundang-undangan nasional masing-masing negara tersebut, 
persyaratan penunjukan badan arbitrase ICSID sebagai sebagai 
badan arbitrase yang akan menangani sengketa-sengketa yang 
timbul dari adanya kontrak penanaman modal asing telah 
dicantumkan di dalamnya. Kebijakan hukum seperti ini dilakukan 
antara lain oleh negara seperti Afghanistan, Kongo, Tunisian, dan 
Nigeria.76 
2. Dasar Hukum ICSID 
Konvensi merupakan salah satu terminologi yang digunakan 
dalam Perjanjian Internasional, dimana dalam Perjanjian 
Internasional terdapat beberapa terminologi untuk mendefinisikan 
Perjanjian Internasional, diantaranya Agreement, Treaty, 
Convention, Pact, maupun Accord. Menurut Black’s Law Dictionary, 
Agreement diartikan sebagai berikut: 
“Agreement; pact; convention in law a concord of understanding 
and intention between two or more parties with respect to the 
effect upon their relative rights and duties, of certain past or 
future facts or performances; the consent of two or more 
persons concurring respecting the transmission of some 
property, right, or benefits, with the view of contracting an 
obligation, a mutual obligation.”77  
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(Agreement; pakta; konvensi merupakan kesepakatan dan 
keinginan antara dua atau lebih anggota dari kesepakatan 
tersebut terhadap efek dari hak dan tanggung jawab anggota. 
Agreement juga berarti persetujuan antara dua atau lebih ‘pihak’ 
terhadap pemindahalihan properti, hak, maupun keuntungan 
dengan melihat tanggung jawab yang bersifat mutual dalam 
kontrak.)78 
 
Dalam Hukum Perjanjian Internasional, tidak dijelaskan dengan 
tegas mengenai perbedaan dari terminologi-terminologi perjanjian 
internasional. Menurut Konvensi tentang Perjanjian Internasional 
(Vienna Convention on the Law of Treaties, selanjutnya disebut 
VCLT), perjanjian internasional diartikan sebagai berikut:  
“ "Treaty" means an international agreement concluded between 
States in written form and governed by international law, 
whether embodied in a single instrument or in two or more 
related instruments and whatever its particular designation;”79 
 
(Perjanjian internasional merupakan kesepakatan atau 
persetujuan yang dibuat antara negara-negara dalam format 
tertulis dan diatur melalui hukum internasional, baik melalui 
instrumen tunggal maupun melalui dua atau lebih instrumen 
relevan.)80 
 
  Sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Perjanjian 
Internasional, penggunaan istilat perjanjian dan persetujuan sulit 
untuk didefinisikan.81 Hal ini disebabkan banyak bentuk penamaan 
lain dari perjanjian seperti traktat, charter, convention, pakta, 
piagam, deklarasi, protocol, agreement, accord, modus Vivendi, 
covenant.82 Akan tetapi, perbedaan penamaan tersebut secara 
substansi bukanlah suatu masalah yang sangat penting, sepanjang 
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substansi perjanjian menjadi penekanan yang harus diperhatikan 
bagi para pihak (contracting parties).83 
  ICSID terbentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara yang 
diprakarsai oleh Bank Dunia melalui Konvensi ICSID. Konvensi 
ICSID dibentuk pada 18 Maret 1965 di Washington. D.C., dan mulai 
berlaku pada 14 Oktober 1966, sebulan setelah 20 negara 
meratifikasinya. Ada 2 tujuan utama dibentuknya Konvensi ini. 
Pertama, menjembatani jurang atau mengisi kekosongan upaya 
hukum di dalam menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal 
yakni dengan memberikan suatu mekanisme khusus berupa fasilitas 
arbitrase atau konsiliasi. Kedua, mendorong dan melindungi arus 
modal dari negara maju kepada negara ketiga (developing 
countries). Tujuan pertama konvensi ini terefleksi dari peranan the 
centre (ICSID).84 
3. Ruang Lingkup ICSID 
 Ruang lingkup wewenang ICSID ini secara eksklusif dan 
terbatas pada penyelesaian sengketa penanaman modal dimana 
salah satu pihaknya adalah negara penerima penanaman modal 
(host state) dan pihak yang lainnya merupakan individu maupun 
kelompok dari suatu negara anggota yang melakukan investasi di 
negara lain. 
 Manakal suatu sengketa penanaman modal muncul, ICSID akan 
membentuk suatu Panel Arbitrase atau Konsiliasi untuk 
menanganinya. Lebih lanjut, peranan ICSID hanyalah terbatas pada 
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pengawasan terhadap jalannya persidangan dan memberikan 
aturan-aturan hukum acara dalam persidangan untuk 
menyelesaikan sengketa penanaman modal.85 
4. Karakteristik ICSID 
 Fakta bahwa Institusi ICSID memiliki karakteristik tersendiri 
yang membedakan institusi ini dengan lembaga arbitrase lain 
dijabarkan seperti dibawah ini:86 
 Pertama, tidak seperti lembaga-lembaga arbitrase komersial 
lainnya, ICSID merupakan suatu organisasi internasional yang 
dibentuk oleh Konvensi Washington yang berlaku pada tanggal 14 
Oktober 1966. ICSID merupakan institusi internasional yang bersifat 
permanen, adapun panel arbitrase yang dibentuk dalam ICSID 
bersifat ad hoc, dimana panel dibentuk ketika kasus sengketa 
investasi terjadi antara investor dan negara. 
 Kedua, ICSID adalah suatu organisasi yang terkait (associated) 
dengan Bank Dunia. Keterkaitan ini membawa 2 akibat penting. 
Seperti Bank Dunia, tujuan utama Institusi ICSID adalah untuk 
meningkatkan iklim saling percaya dan menguntungkan antara 
negara dengan investor yang akan meningkatkan arus sumber 
kekayaan kepada negara berkembang berdasarkan syarat-syarat 
yang reasonable. Oleh karena itu, ICSID tidak dapat dipandang 
semata-mata sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa, 
namun juga meningkatkan perkembangan ekonomi negara sedang 
                                                             
85 Josephy T. McLaughlin, Arbitration and Developing Countries, 13 International 
Lawyer, 1979, hlm. 223. 




berkembang. Akibat lain dari adanya keterkaitan antara ICSID dan 
Bank Dunia yaitu bahwa karena Bank Dunia mensubsidi ICSID, 
maka biaya arbitrase menjadi relatif lebih murah. Selain itu, ketika 
negara tidak bersedia melaksanakan putusan ICSID, maka ICSID 
melalui World Bank akan memberikan sanksi ekonomi seperti 
pemutusan bantuan dana terhadap negara yang tidak bersedia 
melaksanakan putusan ICSID. Hal lain yang menjadi konsekuensi 
adalah bahwa akan berkurangnya minat investor dalam 
menanamkan modalnya di negara tersebut dikarenakan 
ketidakpatuhan negara tersebut dalam menjalankan putusan ICSID 
sebelumnya. 
 Ketiga, persidangan arbitrase ICSID dapat dilaksanakan dalam 
konteks hukum internasional yang ditetapkan dalam Konvensi ICSID 
and the Regulations and Rules yang dibuat guna pelaksanaannya. 
Tidak seperti arbitrase komersial, ICSID merupakan suatu 
perangkat/mekanisme penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri, 
terlepas dari sistem-sistem hukum nasional suatu negara tertentu. 
 Keempat,  dalam konteks ICSID, peranan utama pengadilan 
nasional adalah menguatkan dan meningkatkan pengakuan atas 
eksekusi putusan ICSID. Jika salah satu pihak bersikap apatis dan 
tidak mau ambil bagian dalam persidangan, ICSID akan tetap 
melanjutkan persidangannya dan mengeluarkan putusannya. 
  
34 
 Kelima,  Arbitrase ICSID dimaksudkan untuk menjaga atau 
memelihara keseimbangan antara kepentingan investor dengan 
negara penerima modal (host state).87 
D. Hak Asasi Manusia (HAM) 
1. Sejarah Hak Asasi Manusia Internasional 
Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia 
merupakan gejala yang relatif baru. Meskipun dapat ditunjukkan 
sejumlah traktat maupun perjanjian internasional yang 
mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II, baru 
setelah dimasukkan ke dalam Piagam PBB pada tahun 194588, 
pembicaraan mengenai adanya perlindungan hak asasi manusia 
yang sistematis di dalam sistem internasional. Kaitan antara 
perlindungan terhadap hak asasi manusia di tingkat nasional dan di 
tingkat internasional sangatlah erat. Semua instrumen internasional 
mewajibkan sistem konstitutional domestik setiap negara 
memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang 
haknya dilanggar. Mekanisme internasional untuk menjamin hak 
asasi manusia baru akan melaksanakan perannya apabila sistem 
perlindungan di dalam negara itu sendiri goyah atau pada kasus 
yang ekstrem, malahan tidak ada. Mekanisme internasional dengan 
demikian sedikit banyak berfungsi memperkuat perlindungan 
domestik, terhadap hak asasi manusia dan menyediakan pengganti 
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jika sistem domestik gagal atau tidak memadai dalam memenuhi 
hak asasi manusia.89 
Menurut Santo Thomas Aquinas, asal-usul HAM bersumber dari 
teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak 
itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory), yang 
dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga zaman kuno 
dengan filsafat Stoika hinggat ke zaman modern.90 Teori hukum 
kodrati oleh Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik 
yang mengartikan hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan 
yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar 
manusia.91 
Awal mula lahirnya konsep HAM dalam bentuk tertulis yang juga 
sering kali dirujuk dalam menjelaskan perkembangan HAM, yakni 
lahirnya sebuah perjanjian yang bernama Magna Charta, di Inggris 
pada tanggal 15 Juni 1215. Piagam ini membatasi monarki Inggris, 
sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Charta 
mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan 
menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa 
keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Semagat Magna Charta 
                                                             
89 Scott Davidson. Hak Asasi Manusia: sejarah, teori, dan praktek dalam pergaulan 
internasional. Pustaka Utama Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1-2. 
90 Ibid, hlm. 36. 
91 Rhona K.M. Smith, et al. Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Hak Asasi Manusia, 
Yogyakarta, 2008, hlm. 12. 
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ini menjadi inspirasi munculnya undang-undang dalam Kerajaan 
Inggris pada tahun 1689 yang dikenal dengan Bill of Rights92.  
Pada tahun 1776, John Locke, melalui Declaration of 
Independence of the United States merumuskan hak-hak alam, 
seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Deklarasi ini 
menempatkan Amerika Serikat sebagai negara yang memberi 
jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam 
konstitusinya.93 
 Setelah berakhirnya Perang Dunia I, masyarakat internasional 
membentuk Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) melalui 
Perjanjian Versailes. Walaupun dalam perjanjian Versailes maupun 
dalam Liga Bangsa-Bangsa tidak mengatur ketetapan kewajiban 
negara untuk memberikan perlindungan terhadap HAM, tetapi dalam 
kovenan Liga Bangsa-Bangsa tersebut ditetapkan bahwa setiap 
negara anggota wajib untuk mengupayakan untuk memenuhi 
keajibannya ke arah kemanusiaan seperti menetapkan kondisi kerja 
yang manusiawi bagi individu, pencegahan dan pengendalian 
penyakit, serta pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan 
lingkungan yang sehat.94 
Langkah signifikan terhadap sejarah HAM baru terlaksana 
setelah Perang Dunia II dengan hadirnya Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB). Badan dunia inilah yang pertama kali membuat 
                                                             
92 Hamid Awaludin. HAM: Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional. Kompas 
Media Nusantara, Jakarta, 2012, hlm. 78. 
93 Rhona K.M. Smith, et al. Op Cit, hlm. 11. 
94 Ibid, hlm. 33. 
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dokumen tertulis tentang HAM yang diakui dan diterima oleh seluruh 
bangsa. Dokumen tersebut dikenal dengan Deklarasi HAM 
Universitas Tahun 1948 (1948 Universal Declaration of Human 
Rights). Deklarasi HAM Universal inilah yang menjadi tonggak dan 
napas dari semua instrumen hukum internasional mengenai HAM 
yang lahir berikutnya. Pada tahun 1966, PBB melahirkan dua 
instrumen hukum internasional utama mengenai perlindungan HAM, 
yakni Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik 
(International Covenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan 
Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
(International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) 
yang sampai saat ini telah diratifikasi oleh lebih 140 negara yang 
menjadi anggota PBB.95 
Menurut Karel Vasak, generasi HAM terdiri atas tiga generasi. 
Generasi pertama yang membahas mengenai Hak Sipil dan Politik 
(Civil and Political Human Rights), Hak Ekonomi dan Sosial (Socio-
Economic Human Rights) dan Hak Solidaritas (Collective-
Developmental Human Rights),96 dimana tiga generasi HAM 
tersebut diistilahkan oleh Vasak dengan terminologi three 
generations of human rights.97 
Pertama, Hak Sipil dan Politik yang menjadi generasi HAM 
pertama menekankan aspek hak kebebasan dan martabat individu 
                                                             
95 Hamid Awaluddin, Op Cit, hlm. 81. 
96 Rhonda L. Callaway, et al. Exploring International Human Rights: Essential 
Readings. Lynne Rienner Publishers. Boulder, USA. 2007, hlm. 6-7. 
97 Hamid Awaluddin, Op Cit, hlm. 83. 
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agar negara atau pemerintah tidak secara semena-mena 
memperlakukan warganya. Di sinilah kekuasaan negara dibatasi 
secara ketat. Semboyan revolusi Prancis dalam konteks ini adalah 
Liberte.98 Hak Sipil dan Politik mengatur dua hal, yaitu norma yang 
mempertahankan hak terhadap fisik dan keamanan sipil (termasuk 
larangan penyiksaan, perbudakan, dan perlakuan tidak 
manusiwai)99. 
Kedua, Hak Ekonomi dan Sosial sebagai generasi HAM kedua 
merupakan respons terhadap penyalahgunaan kebebasan individu 
yang meligitimasi eksploitasi manusia. Kebebasan individu yang 
melahirkan kebebasan politik, tidak lagi memadai untuk menjamin 
HAM karena aspek kesejahtraan rakyat secara menyeluruh, harus 
menjadi perhatian. Dalam konteks ini, rakyat haruslah memiliki 
akses untuk hidup yang layak secara ekonomis. Penekanan pada 
genera kedua HAM ini banyak bertumpu pada jaminan adanya 
persamaan kondisi dan pemenuhan hak rakyat atas pekerjaan, 
perumahan, kesehatan yang baik, dan jaminan sosial. Terminologi 
yang digunakan dalam generasi kedua HAM disebut terminologi 
Revolusi Prancis, yaitu Egalite.100 Hak Ekonomi dan Sosial 
mengatur dua hal, yaitu norma yang mempertahankan kebijakan 
atas barang yang memenuhi kebutuhan sosial masyarakat 
(termasuk nutrisi, perlindungan, layanan kesehatan, dan pendidikan) 
dan norma yang mempertahankan kebijakan atas barang yang 
                                                             
98 Ibid. 
99 Levin Institute. Globalization 101: Human Rights. SUNY Levin Institute, hlm. 6. 
100 Hamid Awaludin, Op Cit, hlm. 83 
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memenuhi kebutuhan ekonomi (termasuk hak atas pekerjaan, gaji 
yang layak, standar hidup yang layak, dan layanan perlindungan 
sosial)101. 
Ketiga, Hak Solidaritas merupakan generasi HAM ketiga yang 
disebut dengan istilah Fraternity. Hak Solidaritas menuntut adanya 
kualitas hidup bagi tiap orang. Hak dalam generasi ketiga ini 
menitikberatkan terhadap pemenuhan hak kelompok, hak 
menentukan nasib sendiri, hak mengenai kesehatan lingkungan, hak 
untuk memiliki akses kepada sumber daya alam, hak 
berkomunikasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
kebudayaan.102 
2. Teori Hak Asasi Manusia Internasional 
Menurut Jack Donnely, HAM adalah hak-hak yang dimiliki 
manusia secara semata-mata. Manusia memilikinya bukan karena 
mereka diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif 
maupun dari ketetapan, melainkan semata-mata berdasarkan 
martabatnya sebagai manusia.103 Beberapa teori mengenai 
tanggung jawab negara dalam konteks HAM dan pemenuhan hak 
masyarakat, antara lain: 
a. Teori Tanggung Jawab Negara (State Obligation Theory) 
Tanggung Jawab Negara secara jelas diatur melalui Deklarasi 
Kovenan Sipil dan Politik, dan Kovenan Ekonomi, Sosial dan 
                                                             
101 Levin Institute, Op Cit. hlm. 6 
102 Hamid Awaludin, Op Cit, hlm. 85. 
103 Jack Donnely. Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell University 
Press, Ithaca dan London, 2003, hlm. 7. 
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Budaya bahwa negara wajib untuk mengambil langkah, secara 
individu maupun melalui bantuan internasional untuk mencapai 
dan memenuhi hak-hak masyarakat yang tertuang dalam 
Kovenan Sipil dan Politik104 dan Kovenan Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya105. Selain tanggung jawab negara melalui dua kovenan 
tersebut, ada 3 (tiga) tanggung jawab umum melalui Kovenan 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yaitu, tanggung jawab untuk 
menghormati (obligation to respect), tanggung jawab untuk 
melindungi (obligation to protect), dan tanggung jawab untuk 
memenuhi (obligation to fulfil).106 
Pertama, dalam hal tanggung jawab negara dalam menghormati 
hak ekonomi, sosial dan budaya mensyaratkan negara untuk 
tidak melakukan, mendukung, maupun memberikan toleransi 
praktik, kebijakan, langkah hukum apapun yang melanggar hak 
individu atas kebebasan individu terhadap bahan maupun 
sumber lain yang tersedia bagi mereka untuk memenuhi hak 
ekonomi, sosial, dan budaya mereka.107 
Kedua, dalam hal tanggung jawab negara dalam melindungi hak 
ekonomi, sosial, dan budaya, negara diwajibkan untuk 
mencegah pelanggaran hak individu oleh individu lain maupun 
                                                             
104 Pasal 2 ayat (1) 1976 International Covenant on Civil and Political Rights 
105 Pasal 2 ayat (1) 1976 International Covenant on Economic, Social, and Cultural 
Rights 
106 Panduan 6 1997 Maastricht Guidelines 
107 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Economic, 
Social, and Cultural Rights: Handbook for National Human Rights Institutions. United 
Nation, New York, hlm. 15. 
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pihak bukan negara (non-state actor).108 Dalam hal pihak ketiga 
melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, budaya, 
negara wajib melakukan langkah untuk mencegah pelanggaran 
lainnya dan memberikan jaminan terhadap individu yang 
dilanggar haknya terhadap perbaikan (remedy). Pihak privat 
juga dapat melalukan pelanggaran terhadap hak ekonomi, 
sosial, dan budaya individu dan bertanggung jawab terhadap 
pelanggaran tersebut109. Instrumen Hukum HAM tidak lagi 
berlaku sebagai hukum publik tetapi termasuk ke dalam domai 
privat110. Tanggung jawab untuk melindungi bukan hanya 
merupakan tanggung jawab negara, tetapi termasuk tanggung 
jawab sektor privat dan negara memiliki tanggung jawab 
korelatif untuk memastikan perlindungan hak individu terhadap 
pelanggaran oleh pihak ketiga111. 
Ketiga, tanggung jawab negara untuk memenuhi hak ekonomi, 
sosial, dan budaya, negara diwajibkan untuk melakukan langkah 
positif ketika langkah lain tidak berhasil dalam memastikan 
realisasi penuh atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 
Tanggung jawab negara dalam hal ini mencakup isu seperti 
                                                             
108 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Op Cit, hlm. 
17. 
109 Chris Jochnick. "Confronting the impunity of non-State actors: new fields for the 
promotion of human rights”. Human Rights Quarterly, vol. 21, No. 1 (Februari, 1999), 
hlm. 56-79. 
110 Andrew Clapham. Human Rights in the Private Sphere. Clarendon Press, Oxford. 
1993, hlm. 15. 
111 Evert Albert Alkema, "The third-party applicability or 'Drittwirkung' of the European 
Convention on Human Rights", in Protecting Human Rights: The European 
Dimension (Studies in honour of Gerard J. Wiarda), F. Matscher and H. Petzold, 
eds., Carl Heymans Verlag, Koln. 1988, hlm. 12. 
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belanja negara, regulasi pemerintah terhadap ekonomi, 
kebijakan terhadap pelayanan publik dan infrastruktur, pajak 
maupun langkah ekonomi lainnya. Tanggung jawab negara 
dalam memenuhi terdiri atas dua tanggung jawab yaitu 
tanggung jawab untuk memfasilitasi dan tanggung jawab untuk 
menyediakan.112 Tanggung jawab untuk memfasilitasi 
mencakup inisiatif positif agar pemenuhan hak ekonomi, sosial, 
dan budaya dapat dipenuhi. Tanggung jawab untuk 
menyediakan mencakup langkah langsung maupun tidak 
langsung oleh negara ketika individu tidak dapat memenuhi hak 
ekonomi, sosial, dan budaya mereka.113 
b. Teori Perjanjian Masyarakat (Society Agreement Theory)  
Teori Perjanjian Masyarakat pertama kali dikeluarkan oleh John 
Locke (1632-1704), dimana teori ini menyebutkan bahwa ketika 
manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak 
yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang.114 
Lebih lanjut, John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah 
secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada 
penguasa. Kemudian, John Locke melalui gagasannya yang 
disebut sebagai Pactum Subjectionis, berpendapat bahwa pada 
dasarnya setiap persetujuan antar individu (pactum unionis) 
                                                             
112 General Comment No.12 on the right to adequate food dan General Comment 
No.13 on the right to education, United Nation on High Commissioner of Human 
Rights Resolution. 
113 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Op Cit, hal. 
19. 
114 Mansyur Effendi. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 27. 
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terbentuk atas dasar suara mayoritas. Karena setiap individu 
memiliki hak-hak yang tertanggalkan, yaitu life, liberty, serta 
estate, maka adalah logis jika tugas negara adalah memberikan 
perlindungan dan pemenuhan kepada masing-masing individu 
hak tersebut.115 Sehingga menurut teori ini, masyarakat 
menyerahkan sebagian hak mereka kepada pemerintah untuk 
kemudian hak mereka dalam undang-undang dipenuhi dan 
dilindungi oleh pemerintah. 
c. Teori Kedaulatan Rakyat (Sovereignty of the People Theory)  
Teori Kedaulatan Rakyat pertama kali dicetuskan oleh J.J 
Rosseau  (1712-1778), dimana teori ini menyatakan bahwa 
penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi dan memenuhi 
kepentingan rakyat, termasuk hak asasi.116  
3. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional 
Hukum hak asasi manusia memiliki karakteristik ‘internasional, 
sehingga hukum hak asasi manusia merupakan cabang hukum 
internasional. Karena hukum hak asasi manusia merupakan bagian 
dari hukum internasional, maka cara pembentukan rezim hukum hak 
asasi internasional sama dengan pembentukan hukum internasional 
pada umumnya.117 Untuk mengetahui instrumen hak asasi 
internasional, dijabarkan terlebih dahulu sumber-sumber hukum 
                                                             
115  John Locke. "An Essay Concerning the true original, Extent and of Civil 
Government", bagian VIII, dalam Saxe Coming and Robert N. Linscott (eds), Man 
and the state: The Political Philosophers, (Modem Library, Random House, 1953), 
hlm. 111. 
116 Mashyur Effendi, Op Cit, hlm. 37. 
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internasional yang terefleksikan melalui statuta Mahkamah 
Internasional. 
“The Court, whose function is to decide in accordance with 
international law such disputes as are submitted to it, shall 
apply: a. international conventions, whether general or 
particular, establishing rules expressly recognized by the 
contesting states ; b. international custom, as evidence of a 
general practice accepted as law; c. the general principles of 
law recognized by civilized nations ; d. subject to the 
provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings 
of the most highly qualified publicists of the various nations, 
as subsidiary means for the determination of rules of law.”118 
 
 Sumber-sumber hukum internasional terdiri atas 
konvensi/perjanjian internasional, umum maupun khusus, dengan 
menegakkan ketentuan yang dengan tegas diakui oleh negara 
anggota; kebiasaan internasional yang menjadi bukti mengenai 
praktek yang diterima umum sebagai hukum; prinsip-prinsip umum 
dari hukum yang diakui oleh bangsa beradab, dan; putusan yudisial 
dan ajaran para pakar hukum internasional yang paling hebat dari 
berbagai negara. 
a. Perjanjian internasional 
Instrumen hak asasi manusia yang pertama adalah perjanjian 
internasional. Ada beberapa karakteristik perjanjian 
internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia 
diantaranya bahwa: (1) apabila negara ingin melakukan 
reservasi untuk menguarangi suatu hak dalam sebuah 
perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang 
dinyatakan sebagai hak mutlak yang tidak dapat dikurangi, 
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maka reservasi tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak 
sesuai dengan sasaran dan tujuan perjanjian internasional 
semacam itu119; (2) apabila suatu negara melakukan 
pelanggaran mendasar atas kewajibannya dalam perjanjian 
internasional biasanya akan mengakibatkan berakhirnya hak 
dan kewajiban berdasarkan instrumen internasional seperti itu, 
tetapi tidak demikian halnya pada perjanjian internasional 
mengenai hak asasi manusia. Ketentuan berakhirnya hak dan 
kewajiban dari perjanjian internasional sebagai akibat dari 
pelanggaran mendasar tidak berlaku untuk ketetapan yang 
berkaitan dengan proteksi terhadap diri manusia yang dimuat 
dalam perjanjian internasional mengenai kemanusiaan120 dan; 
(3) apabila negara ingin melakukan pengunduran diri terhadap 
suatu perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, 
maka pengunduran diri dari perjanjian internasional baru dapat 
dilaksanakan setelah negara bertanggung jawab atas 
pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian internasional yang 
dilakukan sebelum pengunduran diri. Sehingga perjanjian 
internasional memastikan negara anggota tidak dapat 
menghindari tanggung jawab hukum mereka terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia dengan memutuskan untuk 
                                                             
119 Advisory Opinion 8 September 1983: Restrictios to the Death Penalty.  Paragraf  
61. 
120 Pasal 60 ayat (5) 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
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keluar dari instrumen itu begitu saja manakala kewajiban-
kewajiban negara terasa memberatkan121. 
Perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia terdiri atas 
beberapa instrumen penting seperti Kovenan Internasional Sipil 
dan Politik yang lahir pada tahun 1966, diadopsi pada 16 
Desember 1975 dan berlaku pada 23 Maret 1976122 dan 
Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mulai berlaku pada 
tanggal 3 Januari 1976, dan sampai bulan Desember 2003 
sudah diratifikasi oleh 148 negara123. 
b. Hukum kebiasaan internasional 
Hukum kebiasaan internasional merupakan praktek yang lazim 
dilakukan oleh sebagian besar komunitas internasional, 
khususnya negara yang diterima sebagai hukum.124 Dalam 
perjanjian internasional, negara-negara harus menyatakan 
persetujuannya terlebih dahulu sebelum mereka dapat diikat 
secara hukum terhadap perjanjian internasional tersebut. Akan 
tetapi, aturan ini bukan merupakan prasyarat bagi suatu negara 
untuk terikat oleh hukum kebiasaan internasional.125 Suatu 
kebiasaan internasional dapat dikatakan sebagai hukum 
kebiasaan internasional ketika memenuhi dua syarat, yaitu 
                                                             
121 Scott Davidson. Op Cit, hlm. 77. 
122 Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam era 
Dinamika Global. PT. Alumni: Bandung, 2011, hlm. 682. 
123 Ibid, hlm. 679. 
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125 Scott Davidson. Op Cit, hlm.79. 
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praktik negara-negara (state practices) dan pendapat hukum 
(opinio juris).126 
Salah satu instrumen internasional mengenai hak asasi manusia 
adalah Deklaras HAM Universal.127 Awalnya, Deklarasi HAM 
Universal tidak dipandang sebagai suatu aturan atas tanggung 
jawab negara pada saat diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 
tahun 1948128. Akan tetapi, dengan perkembangan hak asasi 
manusia, Mahkamah Internasional pada akhirnya mengakui 
Deklarasi HAM Universal melalui putusan-putusannya sebagai 
salah satu hukum kebiasaan internasional.129 Sehingga pada 
tahun 1994, Asosiasi Hukum Internasional menyimpulkan 
bahwa Deklarasi HAM Universal telah diakui sebagai aturan 
aturan dalam hukum kebiasaan internasional.130 
Deklarasi HAM Universal dapat dikatakan sebagai tonggak 
sejarah bagi pengembangan hak-hak asasi manusia, sebagai 
standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat 
dan semua bangsa dalam pemenuhan hak-hak yang bersifat 
individu maupun kolektif.131 
                                                             
126 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. PT. 
Alumni: Bandung, 2010, hlm. 144-145. 
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129 Theodor Meron. Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law. 
Clarendon Press: Oxford, 1989, hlm. 108. 
130 Resolusi diadopsi oleh International Law Association. International Law 
Association: Report of the Sixty-Sixth Conference. Buenos Aires, Argentina, 1994. 
131 Boer Mauna, Op Cit, hlm. 169. 
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c. Resolusi Majelis Umum PBB 
Resolusi Majelis Umum PBB (United Nation General Assembly 
Resolution) merupakan resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis 
Umum PBB terhadap suatu isu yang menurut Majelis Umum 
perlu untuk dibahas dan diselesaikan. Resolusi yang 
menyangkut organisasi internal Majelis Umum secara hukum 
mengikat anggota-anggota majelis, tetapi resolusi mengenai 
masalah lain tidak dengan sendirinya mengikat secara hukum. 
resolusi Majelis Umum, jika menyangkut isu-isu yang berkaitan 
dengan isu hak asasi dan tergolong ke isu “legal”, merupakan 
suatu pernyataan yang jernih mengenai praktek negara dan 
karenanya dapat dianggap sebagai suatu unsur material dalam 
pembentukan hukum kebiasaan internasional. Demikianlah, 
walaupun resolusi Majelis Umum sama sekali tidak menjadi 
instrumen peraturan internasional, namun resolusi Majelis 
Umum dapat menjadi unsur pembentukan hukum kebiasaan 
internasional.132 
Beberapa contoh resolusi Majelis Umum PBB terkait dengan 
hak asasi manusia adalah resolusi mengenai tanggung jawab 
negara terhadap akses individu atas sumber daya air yang layak 
yang menekankan kewajiban negara dalam melakukan tindakan 
untuk membuat kebijakan maupun tindakan lain yang 
memastikan aktor privat (pihak ketiga) tidak membahayakan 
                                                             
132 Scott Davidson. Op Cit, hlm. 77. 
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akses masyarakat terhadap sumber daya air 133 dan resolusi 
mengenai tanggung jawab negara terhadap akses masyarakat 
atas pendidikan yang menekankan kewajiban negara untuk 
melakukan kontrol dan mengatur aktor privat yang menyediakan 
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A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian, 
yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data yang diperoleh dari para ahli hukum maupun 
akademisi baik yang didapatkan dari konvensi, buku-buku, hasil 
penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi. Data ini kemudian 
digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis pengaturan 
HAM internasional mengenai penyelesaian sengketa Investor-State 
Dispute Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement 
of Investment Dispute (ICSID). 
2. Sumber Data 
Adapun data yang akan menjadi sumber yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini adalah: 
a. Konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan 
judul skripsi ini. 
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b. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
c. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi 
ini. Seperti jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi 
lainnya baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang 
didapatkan secara langsung maupun hasil penelusuran dari 
internet. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik 
studi literatur (literature research), yang ditujukan untuk memperoleh 
bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan 
relevan dengan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, 
buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi 
lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs 
internet yang relevan.  
Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh 
informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan 
konsep yang relevan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan HAM 
internasional terhadap ISDS melalui ICSID terutama pengaturan yang 
tertuang di dalam International Covenant on Economic, Social, and 
Cultural Rights dan kedudukan ISDS melalui ICSID di dalam 






D. Analisis Data 
Penelitian ini adalah penelitian normatif, penulis menggunakan 
bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang 
bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang berhubungan 
dengan judul penelitian ini. Data yang diperoleh penulis akan dianalisis 






























A. Penyelesaian sengketa international Centre for Settlement of 
Investment Dispute (ICSID) 
Mekanisme penyelesaian sengketa Investor-State Dispute 
Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement of 
Investment Dispute (ICSID) ditetapkan melalui suatu konvensi yang 
disebut Convention on the settlement of Investmen disputes between 
states and nationals of other states yang disahkan pada tanggal 18 
Maret 1965 di Washington, Amerika Serikat. Konvensi ini kemudian 
diregistrasi oleh International Bank for Reconstruction and 
Development atau yang biasa disebut World Bank pada tanggal 17 
Oktober 1966. Konvensi ini terdiri atas 75 pasal yang terbagi atas 
beberapa bagian mulai dari pendirian dan organisasi, konsiliasi, 
arbitrasi, hingga klausula akhir.  Dalam konvensi ini ditetapkan bahwa 
dibentuk suatu institusi yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa 
investasi yang bernama the Centre.135 Lebih lanjut, tujuan didirikannya 
institusi ini adalah untuk dilaksanakannya konsiliasi dan arbitrasi 
terhadap sengketa investasi antara negara anggota dengan warga 
negara negara anggota lainnya sesuai dengan klasula yang diatur 
melalui konvensi ini.136 The Centre terdiri atas dewan administratif dan 
                                                             
135 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl. 1 ayat (1). 
136 Convention on the settlement of Investmen disputes between states and nationals 
of other states, Psl. 1 ayat (2). 
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sekretariat serta wajib membentuk panel konsiliator dan panel 
arbitrator.137 
Panel konsiliator dan panel arbitrator terdiri atas individu-individu 
yang memiliki kompetensi dan memiliki keinginan untuk mengabdi, baik 
sebagai konsiliator maupun sebagai arbitrator.138 Setiap negara 
anggota dapat menunjuk 4 orang sebagai panel yang tidak harus 
berasal dari negara asalnya.139 Ketua panel konsiliator maupun 
arbitrator dapat menunjuk 10 orang yang terdiri dari warga negara 
yang berbeda-beda.140 Anggota panel terpilih akan mengabdi terhadap 
panel selama 6 tahun dalam 1 periode yang dapat diperpanjang.141 
Dalam bagian kedua konvensi ini, diatur mengenai jurisdiksi the 
Centre dalam melakukan penyelesaian sengketa investasi yang terdiri 
atas 3 pasal mulai dari pasal 25 hingga pasal 27. 
The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal 
dispute arising directly out of an investment, between a 
Contracting State (or any constituent subdivision or agency 
of a Contracting State designated to the Centre by that 
State) and a national of another Contracting State, which the 
parties to the dispute consent in writing to submit to the 
Centre. When the parties have given their consent, no party 
may withdraw its consent unilaterally.142  
(Jurisdiksi dari the Centre mencakup semua sengketa 
hukum yang timbul terhadap permasalahan investasi, antara 
negara anggota dan warga negara anggota yang lain, 
dimana para pihak yang bersengketa menyatakan 
                                                             
137 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 3. 
138 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 12. 
139 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 13 ayat (1). 
140 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 13 ayat (2). 
141 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 16 ayat (1). 
142 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 25 ayat (1). 
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kesediannya secara tertulis ke the Centre. Ketika para pihak 
bersengketa telah memberikan kesediaannya, para pihak 
tidak dapat menarik kembali kesediaannya secara 
sepihak.)143 
 
 Sehingga sebelum dijelaskan lebih lanjut membahas 
mekanisme penyelesaian sengketa, maka perlu diuraikan terlebih 
dahulu perlu ditegaskan apa saja yang menjadi kewenangan/jurisdiksi 
dari the Centre. Pasal 25 dalam konvensi tersebut mengatur secara 
jelas bahwa sengketa yang menjadi kewenangan the Centre adalah 
setiap sengketa investasi yang muncul dari negara anggota dan warga 
negara anggota yang lainnya, dimana warga negara anggota 
(sebagian besar sebagai investor) akan selalu menjadi pihak yang 
mengajukan gugatan, dan negara anggota dimana investasi dilakukan 
akan selalu menjadi pihak tergugat. Lebih lanjut, diatur pula mengenai 
keadaan dimana negara anggota tidak dapat memberikan 
perlindungan diplomatik ataupun mengajukan gugatan kepada 
pengadilan internasional lain terhadap sengketa dimana warga negara 
anggota dan negara anggota yang bersengketa telah sepakat untuk 
menyelesaiakan sengketa yang mereka hadapi di depan panel 
arbitrase yang mengacu pada konvensi ini, kecuali negara anggota 
gagal dalam menghormati dan melaksanakan putusan arbitrase yang 
dikeluarkan oleh panel arbitrase yang mengacu pada konvensi ini.144 
1.  Mekanisme Arbitrase 
Mekanisme penyelesaian sengketa investasi antara negara 
anggota dengan warga negara anggota yang lainnya diatur dalam 
                                                             
143 Terjemahan bebas penulis 
144 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 27 ayat (1). 
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konvensi ini yang secara spesifik dijelaskan dalam bagian 4. 
Mekanisme penyelesaian sengketa investasi diatur dalam pasal 36 
hingga pasal 47 konvensi ini, yang terdiri atas: (1) Permintaan untuk 
arbitrase; (2) Pendirian panel arbitrase; dan (3) Kekuatan dan fungsi 
dari tribunal. 
a. Permintaan untuk arbitrase 
Mekanisme penyelesaian sengketa awalnya dimulai dari 
permintaan parah pihak kepada the Centre untuk membentuk 
suatu panel arbitrase yang bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa investasi di antara para pihak yang bersengketa.  
Any Contracting State or any national of a Contracting State 
wishing to institute arbitration proceedings shall address a 
request to that effect in writing to the Secretary-General who 
shall send a copy of the request to the other party.145 
 
(Negara anggota maupun warga negara anggota lainnya 
yang ingin membentuk panel arbitrase harus mengirimkan 
permintaannya secara tertulis kepada Sekretaris Jendral 
yang kemudian akan mengirimkan salinan dari permintaan 
kepada pihak yang lainnya)146  
 
Prosedur dalam penyelesaian sengketa investasi melalui the 
Centre memiliki prosedur tersendiri, sehingga pihak yang ingin 
menyelesaikan sengketa investasi dengan pihak lainnya wajib 
memberikan permintaannya secara tertulis kepada sekretaris 
jendral untuk membentuk panel arbitrase, dimana sekretaris 
jendral juga akan meneruskan permintaan tersebut kepada 
pihak lain dalam sengketa investasi. 
                                                             
145 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 36 ayat (1). 
146 Terjemahan bebas penulis 
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The request shall contain information concerning the issues 
in dispute, the identity of the parties and their consent to 
arbitration in accordance with the rules of procedure for the 
institution of conciliation and arbitration proceedings.147 
 
(Permintaan wajib berisi informasi mengenai isu dalam 
sengketa yang terjadi, identitas dari para pihak dan 
kesediaan para pihak dalam menyelesaikan sengketa 
investasi mereka melalui panel arbitrase yang sesuai 
dengan aturan prosedur dalam institusi ini dalam melakukan 
konsilisasi dan arbitrase)148 
 
Lebih lanjut, konvensi ini juga mengatur mengenai konten dalam 
permintaan untuk membentuk panel arbitrase yang sekurang-
kurangnya memuat informasi tentang isu dalam sengketa 
investasi yang terjadi, identitas para pihak dalam sengketa dan 
kesediaan para pihak dalam menyelesaikan sengkeata investasi 
mereka melalui panel arbitrase sehingga dapat dilaksanakan 
melalui panel arbitrase the Centre. 
The Secretary-General shall register the request unless he 
finds, on the basis of the information contained in the 
request, that the dispute is manifestly outside the jurisdiction 
of the Centre. He shall forthwith notify the parties of 
registration or refusal to register.149  
 
(Sekretaris Jendral kemudian akan melakukan pendaftaran 
terhadap permintaan pihak dalam menyelesaikan sengketa 
investasi, kecuali sekretari jendral menemukan, berdasarkan 
informasi yang terkandung dalam permintaan, bahwa 
sengketa yang terjadi merupakan sengketa di luar 
kewenangan the Centre. Sekretaris Jendral kemudian akan 
memberikan notifikasi kepada para pihak dalam sengketa 
yang melakukan pendaftaran ataupun memberikan 
penolakan terhadap pendaftaran.)150 
 
                                                             
147 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 36 ayat (2). 
148 Terjemahan bebas penulis 
149 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 36 ayat (3). 
150 Terjemahan bebas penulis 
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Sekretaris jendral sebelum mendaftarkan permintaan pihak 
dalam sengketa ke dalam panel arbitrase, terlebih dahulu 
melakukan eksaminsasi pendahuluan untuk menentukan 
apakah isu dalam sengketa yang terjadi masuk dalam 
kewenangan the Centre untuk diselesaikan. Dalam hal 
sekretaris jendral menemukan informasi dalam permintaan yang 
mengindikasikan bahwa isu dalam sengketa bukan merupakan 
kewenangan the Centre maka sekretaris jendral akan 
memberikan notifikasi kepada para pihak yang melakukan 
pendaftaran bahwa the Centre tidak memiliki kewenangan 
dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak. Akan 
tetapi dalam hal sekretaris jendral menemukan informasi bahwa 
isu dalam sengketa merupakan kewenangan the Centre, maka 
permintaan selanjutnya akan didaftarkan dalam the Centre yang 
selanjutnya akan membentuk panel arbitrase. 
Pasal-pasal di atas berkaitan dengan permintaan para pihak 
dalam menyelesaikan sengketa investasi mereka melalui panel 
arbitrase the Centre. Inilah yang menjadi langkah awal dari para 
pihak dalam penyelesaian sengketa investasi yang mereka 
hadapi. Adapun aturan-aturan di atas merupakan aturan yang 
prosedural, akan tetapi hal ini menjadi penting karena arbitrase 
the Centre memiliki mekanisme yang harus dipenuhi para pihak 





b. Pendirian panel arbitrase 
Mekanisme penyelesaian sengketa investasi melalui panel 
arbitrase the Centre juga mencakup perihal pendirian tribunal 
arbitrase. Pendirian tribunal arbitrase juga memiliki mekanisme 
tersendiri yang berbeda dengan panel arbitrase internasional 
lainnya. 
The Arbitral Tribunal (hereinafter called the Tribunal) shall 
be constituted as soon as possible after registration of a 
request pursuant to Article 36.151  
 
The Tribunal shall consist of a sole arbitrator or any uneven 
number of arbitrators appointed as the parties shall agree.152  
 
Where the parties do not agree upon the number of 
arbitrators and the method of their appointment, the Tribunal 
shall consist of three arbitrators, one arbitrator appointed by 
each party and the third, who shall be the president of the 
Tribunal, appointed by agreement of the parties.153 
 
(Tribunal arbitrase yang selanjutnya disebut the Tribunal 
akan dibentuk setelah pendaftaran terhadap permintaan 
yang sesuai dengan pasal 36 dalam konvensi ini. The 
Tribunal terdiri atas arbitrator tunggal ataupun panel 
arbitrator yang berjumlah ganjil yang ditunjuk dimana para 
pihak harus sepakat terhadap arbitrator yang ditunjuk. 
Dalam hal para pihak tidak sepakat terhadap jumlah 
arbitrator dan metode penunjukkan arbitrator, the Tribunal 
akan ditetapkan dengan 3 arbitrator, dimana yang menjadi 
presiden dalam panel tersebut ditunjuk atas persetujuan 
para pihak yang bersengketa.)154 
 
Mekanisme penyelesaian sengketa juga mencakup jumlah 
arbitrator yang ditunjuk sebagai pihak ketiga yang akan 
mengajudikasi sengketa investasi yang dihadapi para pihak. 
                                                             
151 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 37 ayat (1). 
152 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 37 ayat (2)(a). 
153 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 37 ayat (2)(b). 
154 Terjemahan bebas penulis 
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Ketentuan panel arbitrase dalam konvensi ini memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan ketentuan panel arbitrase 
pada arbitrase internasional yang lainnya. Penentuan panel 
arbitrase juga sangat penting dalam mekanisme penyelesaian 
sengketa investasi karena panel arbitrase yang akan 
menentukan hasil dari penyelesaian sengketa investasi yang 
dihadapi para pihak. 
If the Tribunal shall not have been constituted within 90 days 
after notice of registration of the request has been 
dispatched by the Secretary- General in accordance with 
paragraph (3) of Article 36, or such other period as the 
parties may agree, the Chairman shall, at the request of 
either party and after consulting both parties as far as 
possible, appoint the arbitrator or arbitrators not yet 
appointed. Arbitrators appointed by the Chairman pursuant 
to this Article shall not be nationals of the Contracting State 
party to the dispute or of the Contracting State whose 
national is a party to the dispute.155  
 
(Jika the Tribunal tidak dibentuk dalam 90 hari setelah 
pemberitahuan pendaftaran atas permintaan oleh sekretaris 
jendral sesuai dengan pasal 36 ayat (3) konvensi ICSID, 
atau terhadap periode yang sudah ditentukan oleh para 
pihak, ketua, berdasarkan permintaan oleh salah satu pihak 
dan setelah berkonsultasi dengan para pihak, akan 
menunjuk arbitrator ataupun beberapa arbitrator yang belum 
ditunjuk. Para arbitrator yang ditunjuk oleh ketua sesuai 
dengan pasal ini bukan merupakan warga negara dari 
negara anggota yang bersengketa maupun negara anggota 
yang warga negaranya merupakan pihak dalam sengketa 
investasi yang sedang berlangsung.)156 
 
 Lebih lanjut, konvensi ini juga mengatur mengenai keadaan 
yang mungkin timbul dalam proses penyelesaian sengketa yang 
terjadi, dalam hal ini apabila panel arbitrase tidak dibentuk 
dalam batas waktu yang ditentukan, maka ada mekanisme 
                                                             
155 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 38. 
156 Terjemahan bebas penulis 
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khusus dalam penunjukkan panel arbitrase yang akan bertugas 
untuk menyelesaikan sengketa investasi yang sedang 
berlangsung antara para pihak yang bersengketa. 
The majority of the arbitrators shall be nationals of States 
other than the Contracting State party to the dispute and the 
Contracting State whose national is a party to the dispute ; 
provided, however, that the foregoing provisions of this 
Article shall not apply if the sole arbitrator or each individual 
member of the Tribunal has been appointed by agreement 
of the parties.157 
 
(Sebagian besar dari arbitrator merupakan warga negara 
yang bukan berasal dari negara anggota yang bersengketa 
maupun berasal dari warga negara anggota yang 
bersengkata; walaupun demikian, klausula ini tidak berlaku 
terhadap arbitrator tunggal ataupun anggota panel arbitrator 
yang telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan oleh para 
pihak)158 
 
Diatur pula mengenai komposisi arbitrator dalam panel arbitrase 
dalam menyelesaikan sengketa investasi. Ditetapkan bahwa 
sebagian besar dari panel arbitrase merupakan arbitrator yang 
memiliki kewarganegaraan yang bukan berasal dari negara 
yang bersengketa dalam sengketa investasi yang dihadapi. Hal 
ini dilakukan agar penyelesaian sengketa melalui panel 
arbitrase ICSID dapat dilakukan secara adil, kredibel, imparsial, 
dan transparan. Walaupun begitu, dalam hal cuma hanya ada 
satu arbitrator ataupun sejumlah arbitrator yang ditunjuk 
bersama berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak berlaku 
terhadap klausula ini. 
 
                                                             
157 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 39. 
158 Terjemahan bebas penulis 
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c. Kekuatan dan fungsi dari tribunal 
Bagian lain dalam klausula arbitrase adalah mengenai kekuatan 
dan fungsi tribunal, secara khusus panel arbitrase dalam 
melakukan ajudikasi terhadap sengketa investasi yang dihadapi 
para pihak. 
The Tribunal shall be the judge of its own competence.159  
 
Any objection by a party to the dispute that that dispute is 
not within the jurisdiction of the Centre, or for other reasons 
is not within the competence of the Tribunal, shall be 
considered by the Tribunal which shall determine whether to 
deal with it as a preliminary question or to join it to the merits 
of the dispute.160  
 
(The Tribunal akan memberikan putusan sesuai dengan 
kompetensi mereka. Disamping itu, dalam hal ada pihak 
yang keberatan terhadap klaim yang diajukan ke dalam 
panel arbitrase dengan alasan bahwa isu dalam sengketa 
bukan merupakan kewenangan dari panel arbitrase, 
ataupun alasan lain yang berkaitan dengan kompetensi dari 
the Tribunal, akan dipertimbangkan oleh the Tribunal yang 
akan menentukan perlu tidaknya dilakukan persidangan 
pendahuluan atau menggabungkannya dalam putusan akhir 
sengketa.)161 
   
Dalam klausula ini, ditegaskan bahwa putusan yang dikeluarkan 
oleh panel arbitrator akan sesuai dengan kompetensi para 
arbitrator. Selain itu, dalam keadaan ada pihak dalam sengketa 
yang keberatan dengan kewenangan panel arbitrase ICSID, 
maka panel arbitrase akan mempertimbangkan perlu tidaknya 
dilakukan persidangan pendahuluan untuk menentukan apakah 
isu dalam sengketa benar merupakan kewenangan panel 
                                                             
159 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 41 ayat (1). 
160 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 41 ayat (2). 
161 Terjemahan bebas penulis 
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arbitrase untuk diselesaikan ataupun diputuskan bahwa 
pertimbangan tersebut akan digabungkan dengan putusan akhir 
dari sengketa yang diajudikasi. 
The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such 
rules of law as may be agreed by the parties. In the absence 
of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the 
Contracting State party to the dispute (including its rules on 
the conflict of laws) and such rules of international law as 
may be applicable.162  
 
The Tribunal may not bring in a finding of non-liquet on the 
ground of silence or obscurity of the law.163 
 
The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not prejudice 
the power of the Tribunal to decide a dispute ex aequo et 
bono if the parties so agree.164  
 
(The Tribunal akan memutuskan sengketa investasi sesuai 
dengan aturan hukum yang ada yang disepakati oleh para 
pihak. Dalam hal tidak adanya kesepakatan terhadap aturan 
hukum yang digunakan, the Tribunal menggunakan aturan 
hukum dari perjanjian investasi dari negara-negaraa 
anggota yang terkait, termasuk aturan atas hukum yang 
bertentangan dan hukum internasional yang relevan juga 
dapat digunakan. The Tribunal tidak dapat memberikan 
putusan non-liquet atas dasar ambiguitas hukum yang 
berlaku. Klausula dalam ayat 1 dan 2 pasal ini juga tidak 
menyebabkan the tribunal bias dalam mengeluarkan 
putusan secara ex aequo et bono jika para pihak 
sepakat.)165 
   
Hal di atas merupakan hal yang sangat penting untuk 
ditekankan sebagai salah satu unsur dari mekanisme 
penyelesaian sengketa investasi yang sedang terjadi. Dalam hal 
ini, ditentukan hukum apa saja yang berlaku dan dapat berlaku 
                                                             
162 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 42 ayat (1). 
163 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 42 ayat (2). 
164 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 42 ayat (3). 
165 Terjemahan bebas penulis 
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untuk panel arbitrase yang akan dijadikan sebagai acuan oleh 
panel dalam mengeluarkan putusan. Aturan hukum yang dapat 
digunakan merupakan aturan hukum yang disepakati oleh para 
pihak untuk digunakan. Dalam hal tidak ada kesepakatan 
terhadap hal ini, makan tribunal hendaknya mengacu pada 
aturan hukum yang berasal dari perjanjian investasi dari negara 
anggota yang bersengketa maupun hukum internasional yang 
relevan terhadap kasus investasi yang dihadapi. Diatur pula 
mengenai keadaan tidak adanya hukum materil yang jelas 
dalam menyelesaikan sengketa investasi yang dihadapi, panel 
arbitrase tidak dapat mengeluarkan putusan yang tidak jelas 
(putusan yang tidak memenangkan penggugat maupun 
tergugat) serta diatur pula bahwa panel arbitrase tetap 
mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya apabila kuran 
jelasnya aturan hukum yang digunakan terjadi. 
Except as the parties otherwise agree, the Tribunal may, if it 
deems it necessary at any stage of the proceedings, (a) call 
upon the parties to produce documents or other evidence,166 
and (b) visit the scene connected with the dispute, and 
conduct such inquiries there as it may deem appropriate.167  
 
(Kecuali para pihak sepakat, the Tribunal dapat, jika 
dianggap perlu dalam tahap manapun dalam persidangan, 
untuk (a) memanggil para pihak untuk menunjukkan 
dokumen maupun bukti-bukti lain yang relevan; (b) 
melakukan visitasi terhadap tempat yang memiliki hubungan 
dengan sengketa yang terjadi and melakukan investigasi 
lebih lanjut ketika hal tersebut dianggap perlu.)168 
                                                             
166 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 43 ayat (1). 
167 Convention on the settlement of Investment disputes between states and 
nationals of other states, Psl 43 ayat (2). 




Dalam tahap persidangan, mekanisme penyelesaian sengketa 
investasi juga mencakup prosedur dalam pengumpulan bukti-
bukti yang akan dijadikan pertimbangan oleh panel dalam 
mengeluarkan putusan. Secara spesifik, panel arbitrase memiliki 
kewenangan untuk meminta dokumen maupun bukti-bukti lain 
yang relevan terhadap sengketa investasi yang terjadi jika 
dianggap perlu, dan juga panel arbitrase memiliki kewenangan 
untuk melakukan visitasi dan investigasi terhadap tempat yang 
memiliki hubungan langsung terhadap sengketa investasi yang 
terjadi. Hal ini juga yang ditekankan sebagai mekanisme 
penyelesaian sengketa investasi yang relevan dengan 
pengumpulan bukti-bukti oleh panel sebagai acuan untuk 
mengeluarkan putusan. 
Any arbitration proceeding shall be conducted in accordance 
with the provisions of this Section and, except as the parties 
otherwise agree, in accord ance with the Arbitration Rules in 
effect on the date on which the parties consented to 
arbitration. If any question of procedure arises which is not 
covered by this Section or the Arbitration Rules or any rules 
agreed by the parties, the Tribunal shall decide the 
question.169  
 
(Proses arbitrase manapun akan dilaksanakan sesuai 
dengan klausula-klausula dalam bagian konvensi ini, dan 
kecuali para pihak sepakat, sesuai dengan aturan arbitrase 
yang berlaku pada waktu dimana para partai sepakat untuk 
arbitrase. Jika pertanyaan prosedur timbul yang mana tidak 
dicakup dalam bagian ini atau aturan arbitrase ataupun 
aturan manapun yang disepakati para pihak, maka panel 
arbitrase akan memutuskan pertanyaan tersebut.)170 
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Mekanisme penyelesaian sengketa investasi oleh panel 
arbitrase ICSID akan menggunakan mekanisme yang diatur 
melalui bagian dari Konvensi ICSID itu sendiri. Dalam hal para 
pihak sepakat, para pihak juga dapat menggunakan aturan 
arbitrase dalam hukum internasional. Jika ada pertanyataan 
prosedural yang muncul yang tidak tercakup dalam bagian dari 
konvensi ICSID atau aturan arbitrase internasional maupun 
aturan yang disepakati para pihak maka panel arbitrase memiliki 
kewenangan untuk menjawab dan menyelesaikan pertanyaan 
prosedural tersebut.   
Failure of a party to appear or to present his case shall not 
be deemed an admission of the other party's assertions.171  
 
If a party fails to appear or to present his case at any stage 
of the proceedings the other party may request the Tribunal 
to deal with the questions submitted to it and to render an 
award. Before rendering an award, the Tribunal shall notify, 
and grant a period of grace to, the party failing to appear or 
to present its case, unless it is satisfied that the party does 
not intend to do so.172 
 
(Kegagalan dalam memenuhi kewajiban untuk hadir dalam 
proses persidangan tidak dapat dianggap sebagai 
pembenaran terhadap pendapat pihak lain. Jika satu pihak 
gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk hadir dalam 
proses persidangan, pihak lainnya dapat meminta panel 
arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dengan pertanyaan 
yang telah dimasukkan ke dalam panel arbitrase dan 
memberikan putusan terhadapnya. Sebelum mengeluarkan 
putusan, panel arbitrase wajib memberikan notifikasi, dan 
memberikan waktu kepada pihak yang gagal menghadiri 
persidangannya, kecuali terpenuhi alasan bahwa pihak yang 
gagal mengahadiri persidangannya tidak terbukti memiliki 
keinginan untuk tidak hadir dalam persidangan penyelesaian 
sengketa investasi yang mereka hadapi.)173 
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 Diatur pula mekanisme penyelesaian sengketa investasi dalam 
keadaan salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya untuk 
menghadiri proses persidangan oleh panel arbitrase. Dimana 
ditentukan bahwa kegagalan satu pihak untuk menghadiri 
proses persidangan sengketa investasi yang dihadapinya tidak 
serta merta membenarkan klaim dari pihak lain dalam sengketa. 
Lebih lanjut diatur pula keadaan pihak meminta panel arbitrase 
untuk mengeluarkan putusan apabila pihak yang lain tidak 
menghadiri proses persidangannya. Hal ini tentu dengan 
mekanisme yang fair dan just untuk kedua belah pihak. 
Diberikan jangka waktu tertentu kepada pihak yang tidak 
menghadiri proses persidangan untuk mempertimbangkan hasil 
persidangan selama proses persidangan berlangsung. 
 
Except as the parties otherwise agree, the Tribunal shall, if 
requested by a party, determine any incidental or additional 
claims or counter-claims aris ing directly out of the subject-
matter of the dispute provided that they are within the scope 
of the consent of the parties and are otherwise within the 
jurisdiction of the Centre.174  
(Kecuali para pihak sepakat, panel arbitrase, jika dimintakan 
oleh para pihak, untuk menentukan gugatan maupun 
balasan gugatan tambahan yang muncul secara langsung di 
luar subjek dari sengketa yang terjadi dengan dasar bahwa 
hal tersebut dalam cakupan keinginan para pihak maupun 
dalam cakupan kewenangan the Centre.)175 
 
Sebagai klausula akhir dalam bagian arbitrase ini, diatur pula 
mengenai mekanisme dalam pengajuan gugatan maupun 
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gugatan balasan tambahan. Dimungkinkan kepada para pihak 
dalam sengketa investasi untuk mengajukan gugatan maupun 
gugatan balasan tambahan yang muncul secara langsung yang 
bukan merupakan pokok dari sengketa dengan dasar bahwa hal 
tersebut berdasarkan keinginan para pihak maupun hal tersebut 
tercakup sebagai kewenangan the Centre. 
2.  Putusan arbitrase 
  Dalam konvensi ini juga diatur mengenai putusan arbitrase 
sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa investasi. 
Dalam ketentuan ini diatur mengenai bagaimana putusan arbitrase 
harus dikeluarkan, bagaiamana sifat putusan arbitrase, maupun 
beberapa poin prosedural terhadap putusan arbitrase itu sendiri. 
The Tribunal shall decide questions by a majority of the 
votes of all its members.176  
 
The award of the Tribunal shall be in writing and shall be 
signed by the members of the Tribunal who voted for it.177 
  
The award shall deal with every question submitted to the 
Tribunal, and shall state the reasons upon which it is 
based.178 
  
Any member of the Tribunal may attach his individual 
opinion to the award, whether he dissents from the majority 
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The Centre shall not publish the award without the consent 
of the parties.180 
 
(Panel arbitrase mengeluarkan putusan terhadap 
pertanyaan dengan suara terbanyak dari para arbitrator. 
Putusan dari panel arbitrase dikeluarkan secara tertulis dan 
ditandatangani oleh setiap arbitrator yang memutuskan 
sengketa investasi. Putusan panel tribunal harus mengacu 
kepada setiap pertanyaan yang diajukan kepada tribunal, 
dan harus berisi alasan pertimbangan pada setiap putusan 
yang dikeluarkan. Anggota panel arbitrase dapat 
melampirkan pendapat pribadinya ke dalam putusan, baik 
pendapat yang berbeda dari suara terbanyak maupun 
alasan kenapa arbitrator tersebut memiliki pendapat yang 
berbeda. The Centre tidak akan menerbitkan putusan panel 
tanpa adanya persetujuan oleh para pihak yang terkait 
dalam penyelesaian sengketa investasi.)181  
 
  Putusan arbitrase merupakan rangkaian dari mekanisme 
penyelesaian sengketa investasi dalam panel arbitrase ICSID. 
Dalam bagian ini diatur mengenai bagaimana panel arbitrase 
mengeluarkan putusan, yang dalam hal ini berdasarkan suara 
terbanyakan dari para abitrator yang menjadi arbitrator untuk kasus 
tersebut. Lebih lanjut diatur pula mengenai putusan arbitrase harus 
dilakukan secara tertulis dan harus dibubuhi tandatangan setiap 
arbitrator yang memutuskan sengketa tersebut. Selain itu, yang 
menjadi poin dalam putusan arbitrase oleh panel ini harus mengacu 
kepada setiap poin pertanyaan yang diajukan kepada tribunal ini 
dan harus dilampirka juga alasan dalam mengelurkan putusan 
tersebut. Diatur pula mengenai keadaan dimana arbitrator memiliki 
pendapat yang berbeda dengan suara terbanyak, dimana arbitrator 
yang memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dapat 
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melampirkan pendapatnya yang berbeda disertai dengan alasan 
perbedaan pendapat. Selain itu, diatur pula mengenai penerbitan 
putusan arbitrase harus disertai persetujuan dari para pihak terkait 
dalam sengketa investasi. 
The Secretary-General shall promptly dispatch certified 
copies of the award to the parties. The award shall be 
deemed to have been rendered on the date on which the 
certified copies were dispatched.182 
  
The Tribunal upon the request of a party made within 45 
days after the date on which the award was rendered may 
after notice to the other party decide any question which it 
had omitted to decide in the award, and shall rectify any 
clerical, arithmetical or similar error in the award. Its decision 
shall become part of the award and shall be notified to the 
parties in the same manner as the award. The periods of 
time provided for under paragraph (2) of Article 51 and 
paragraph (2) of Article 52 shall run from the date on which 
the decision was rendered.183  
 
(Sekretaris jendral secara langsung mengirimkan salinan 
asli dari putusan panel arbitrase kepada para pihak. 
Putusan dianggap telah diberikan pada waktu salinan asli 
dari putusan dikirimkan kepada para pihak. Tribunal, 
berdasarkan permintaan dari para pihak yang dibuat dalam 
jangka waktu 45 hari setelah memberikan notifikasi kepada 
pihak lain dalam memutuskan pertanyaan yang dihapus 
dalam putusan arbitrase, untuk memperbaiki kesalahan 
administratf, maupun kesalahan dalam putusan. Putusan 
yang telah diperbaiki akan menjadi bagian dari putusan 
yang selanjutnya diberitahukan kepada para pihak dengan 
cara yang sama dengan putusan awal. Masa waktu yang 
diatur melalui ayat 2 dalam pasal 51 dan ayat 2 dalam pasal 
52 akan berlaku pada waktu di masa putusan 
dikeluarkan.)184 
 
 Dalam bagian ini juga ditetapkan pula mengenai pendistribusian 
putusan oleh panel arbitrase yang dilakukan oleh sekretaris jendral. 
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Selain itu, ditetapkan pula mengenai kondisi apabila terjadi 
kesalahan administratif yang terdapat dalam putusan arbitrase yang 
dikeluarkan oleh panel arbitrase. Hal ini juga merupakan bagian dari 
mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang diselesaikan 
melalui panel arbitrase ICSID. 
 
3. Interpretasi, revisi, dan pembatalan putusan arbitrase 
a. Interpretasi putusan arbitrase 
Setelah panel arbitrase mengeluarkan putusan, ketika terdapat 
ambiguitas dalam putusan tersebut, maka para pihak dapat 
meminta panel arbitrase untuk melakukan interpretasi terhadap 
putusan yang sebelumnya dikeluarkan oleh panel arbitrase 
tersebut. 
If any dispute shall arise between the parties as to the 
meaning or scope of an award, either party may request 
interpretation of the award by an application in writing 
addressed to the Secretary-General.185  
 
The request shall, if possible, be submitted to the Tribunal 
which rendered the award. If this shall not be possible, a 
new Tribunal shall be constituted in accordance with Section 
2 of this Chapter. The Tribunal may, if it considers that the 
circumstances so require, stay enforcement of the award 
pending its decision.186  
 
(Jika sengketa timbul antara para pihak terhadap arti 
maupun cakupan dari suatu putusan, maka salah satu pihak 
dapat meminta panel arbitrase untuk melakukan interpretasi 
terhadap putusan dengan membuat aplikasi dalam bentuk 
tertulis yang ditujukan kepada sekretaris jendral ICSID. 
Permintaan tersebut, jika dimungkinkan, diajukan kepada 
panel arbitrase yang mengeluarkan putusan tersebut. Jika 
keadaan ini tidak dimungkinkan, maka panel arbitrase akan 
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dibentuk sesuai dengan bagian dua dari bagian ini. Jika 
keadaan memungkinkan, tribunal dapat menunda 
pelaksanaan putusan yang telah dikeluarkan.)187 
 
Konvensi ini juga mengatur mengenai keadaan dimana terdapat 
ambiguitas dalam suatu putusan panel arbitrase ICSID. Dalam 
keadaan tersebut, para pihak dapat meminta kepada panel 
arbitrase untuk melakukan interpretasi terhadap arti maupun 
cakupan dari putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Para 
pihak dalam hal ini, harus mengirimkan aplikasi permohonan 
interpretasi putusan secara tertulis kepada sekretaris jendral the 
Centre. Jika dimungkinkan, panel arbitrase yang bertugas untuk 
melakukan interpretasi terhadap putusan tersebut merupakan 
panel arbitrase yang mengeluarkan putusan tersebut 
sebelumnya. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, 
maka the Tribunal akan membentuk panel arbitrase baru sesuai 
dengan bagian dua dari bagian ini. Panel arbitrase juga dapat 
menunda pelaksanaan hasil putusan yang telah dikeluarkan 
sebelumnya sampai hasil interpretasi putusan dilaksanakan. 
b. Revisi putusan arbitrase 
Putusan yang dikeluarkan oleh panel arbitrase dapat dimintakan 
revisi ataupun perubahan. Hal ini juga menjadi salah satu 
bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa investasi melalui 
the Centre jika terdapat suatu alasan yang dapat dijadikan dasar 
untuk melakukan perubahan terhadap suatu putusan panel 
arbitrase. 
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Either party may request revision of the award by an 
application in writing addressed to the Secretary-General on 
the ground of discovery of some fact of such a nature as 
decisively to affect the award, provided that when the award 
was rendered that fact was unknown to the Tribunal and to 
the applicant and that the applicant's ignorance of that fact 
was not due to negligence.188  
 
The application shall be made within 90 days after the 
discovery of such fact and in any event within three years 
after the date on which the award was rendered.189  
 
The request shall, if possible, be submitted to the Tribunal 
which rendered the award. If this shall not be possible, a 
new Tribunal shall be constituted in accordance with Section 
2 of this Chapter.190  
 
(Salah satu pihak dapat meminta perubahan terhadap suatu 
putusan arbitrase dengan mengirimkan permohonan secara 
tertulis yang ditujukan kepada sekretaris jendral atas dasar 
penemuan fakta baru yang secara signifikan dapat 
memengaruhi putusan dengan membuktikan bahwa pada 
saat putusan dikeluarkan, fakta baru tersebut tidak diketahui 
oleh panel arbitrase dan kepada pemohon dan juga bahwa 
ketidaktahuan pemohon terhadap fakta tersebut tidak 
diakibatkan oleh kelalaian. Permohonan harus dimasukkan 
dalam kurun waktu 90 hari setelah penemuan fakta baru 
dan dalam masa 3 tahun setelah putusan dikeluarkan. Jika 
memungkinkan, permohonan diajukan kepada panel 
arbitrase yang mengeluarkan putusan. Dalam hal tidak 
dimungkinkan, panel arbitrase yang baru akan dibentuk 
sesuai dengan bagian 2 dari konvensi ini.)191 
 
Diatur pula mengenai keadaan dimana putusan dari panel 
arbitrase dapat dimintakan perubahan. Perubahan putusan 
dapat dimintakan dengan dasar ditemukannya fakta baru yang 
secara signifikan dapat memengaruhi putusan panel arbitrase. 
Adapun fakta tersebut tidak diketahui sebelum putusan 
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dikeluarkan oleh panel. Diberikan juga masa tenggat waktu 
untuk mengajukan permohonan perubahan putusan. Hal ini juga 
termasuk salah satu bagian dari mekanisme penyelesaian 
sengketa investasi melalui the Centre apabila terdapat putusan 
yang dimungkinkan untuk dimintai perubahan. 
c. Pembatalan putusan arbitrase 
Putusan yang dikeluarkan oleh panel arbitrase pun memiliki 
mekanisme untuk pembatalan putusan dengan beberapa alasan 
yang dijadikan dasar untuk pembatalan putusan panel arbitrase. 
Either party may request annulment of the award by an 
application in writing addressed to the Secretary-General on 
one or more of the following grounds:192  
(a) that the Tribunal was not properly constituted ; 
(b) that the Tribunal has manifestly exceeded its powers ; 
(c) that there was corruption on the part of a member of the 
Tribunal ;  
(d) that there has been a serious departure from a 
fundamental rule of procedure ; or 
(e )that the award has failed to state the reasons on which it 
is based.  
 
The application shall be made within 120 days after the date 
on which the award was rendered except that when 
annulment is requested on the ground of corruption such 
application shall be made within 120 days after discovery of 
the corruption and in any event within three years after the 
date on which the award was rendered.193  
 
On receipt of the request the Chairman shall forthwith 
appoint from the Panel of Arbitrators an ad hoc Committee 
of three persons. None of the members of the Committee 
shall have been a member of the Tribunal which rendered 
the award, shall be of the same nationality as any such 
member, shall be a national of the State party to the dispute 
or of the State whose national is a party to the dispute, shall 
have been designated to the Panel of Arbitrators by either of 
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those States, or shall have acted as a conciliator in the same 
dispute. The Committee shall have the authority to annul the 
award or any part thereof on any of the grounds set forth in 
paragraph (1).194  
 
(Salah satu pihak dapat meminta pembatalan putusan 
arbitrase ICSID dengan mengirimkan permohonan secara 
tertulis kepada sekretaris jendral ICSID dengan satu atau 
lebih alasan bahwa: (a) bahwa tribunal tidak dibentuk secara 
benar dan sah; (b) bahwa tribunal telah melewati 
kewenangannya; (c) bahwa terdapat kasus korupsi terhadap 
anggota panel arbitrase; (d) bahwa telah terjadi pelanggaran 
aturan prosedur dasar; atau (e) bahwa putusan yang 
dikeluarkan gagal dalam memberikan alasan dikeluarkannya 
putusan. Permohonan dibuat dalam kurun waktu 120 hari 
setelah putusan dikeluarkan, kecuali untuk permohonan 
pembatalan karena alasan korupsi, permohonan dibuat 
dalam kurun waktu 120 hari setelah tindak pidana korupsi 
diketahui dan dalam masa 3 tahun setelah putusan 
dikeluarkan. Dengan bukti permohonan, ketua ICSID 
menunjuk panel arbitrase, panitia ad hoc yang berjumlah 3 
orang. Tidak satupun dari anggota panel ad hoc berasal dari 
panel yang mengeluarkan putusan tersebut, dalam hal 
terdapat kesamaan kewarganegaraan antara anggota panel 
dan pihak dalam sengketa, anggota panel tersebut ditunjuk 
oleh para pihak dalam sengketa. Panel ad hoc memiliki 
kewenangan untuk melakukan pembatalan putusan ataupun 
bagian dari putusan dengan dasar yang diatur melalui ayat 
1.)195 
 
Putusan bukan saja dapat dimintai untuk diinterpretasi dan 
diubah, tetapi lebih dari itu, putusan panel arbitrase the Centre 
dapat juga dibatalkan dengan alasan-alasan tertentu seperti 
panel arbitrase yang dibentuk tidak dibentuk dengan sah dan 
baik hingga terjadi kasus korupsi terhadap anggota panel 
arbitrase yang memengaruhi kenetralan panel arbitrase dalam 
mengeluarkan putusan. 
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4. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase 
 Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase juga menjadi 
bagian tak terpisahkan dari mekanisme penyelesaian sengketa 
invetasi melalui panel arbitrase ICSID. Dalam hal ini, diatur 
mengenai status putusan panel arbitrase ICSID hingga bagaimana 
putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak dalam 
sengketa. 
The award shall be binding on the parties and shall not be 
subject to any appeal or to any other remedy except those 
provided for in this Convention. Each party shall abide by 
and comply with the terms of the award except to the extent 
that enforcement shall have been stayed pursuant to the 
relevant provisions of this Convention.196 
 
For the purposes of this Section, " award " shall include any 
decision interpreting, revising or annulling such award 
pursuant to Articles 50, 51 or 52.197 
 
(Putusan panel arbitrase bersifat mengikat kepada para 
pihak, dan tidak dapat menjadi subjek untuk banding 
maupun remedy kecuali diatur melalui konvensi ini. Para 
pihak wajib untuk tunduk dan melaksanakan putusan panel 
arbitrase kecuali sepanjang pelaksanaan harus tetap sesuai 
dengan klausula yang relevan dalam konvensi ini. Untuk 
tujuan bagian ini, “award” termasuk putusan manapun 
dalam interpretasi, perubahan, maupun pembatalan putusan 
sesuai dengan pasal 50, 51, atau 52.)198 
 
Perlu ditekankan status dari putusan panel arbitrase. Putusan panel 
arbitrase yang diselesaikan melalui panel ICSID bersifat final dan 
mengikat. Artinya para pihak dalam sengketa harus tunduk dan 
melaksanakan isi putusan yang dikeluarkan oleh panel arbitrase. 
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Adapun putusan tidak dapat menjadi subjek banding maupun 
permohonan remedy kecuali diatur melalui konvensi ini. 
Each Contracting State shall recognize an award rendered 
pursuant to this Convention as binding and enforce the 
pecuniary obligations imposed by that award within its 
territories as if it were a final judgment of a court in that 
State. A Contracting State with a federal constitution may 
enforce such an award in or through its federal courts and 
may provide that such courts shall treat the award as if it 
were a final judgment of the courts of a constituent state.199  
 
A party seeking recognition or enforcement in the territories 
of a Contracting State shall furnish to a competent court or 
other authority which such State shall have designated for 
this purpose a copy of the award certified by the Secretary-
General. Each Contracting State shall notify the Secretary- 
General of the designation of the competent court or other 
authority for this purpose and of any subsequent change in 
such designation.200  
 
Execution of the award shall be governed by the laws 
concerning the execution of judgments in force in the State 
in whose territories such execution is sought.201 
 
(Setiap negara anggota konvensi ini wajib mengakui 
putusan yang dikeluarkan oleh panel arbitrase ICSID sesuai 
dengan konvensi ini sebagai kewajiban yang mengikat dan 
harus dilaksanakan di dalam wilayah negara anggota seperti 
mengakui dan melaksanakan putusan final dan mengikat 
pengadilan dalam negara tersebut. Negara anggota dengan 
konstitusi federal dapat melaksanakan putusan panel 
arbitrase di dalam atau melalui pengadilan federal dan 
menjamin bahwa putusan panel arbitrase akan dilaksanakan 
seperti putusan final dan mengikat oleh pengadilan negara 
federal tersebut. Pihak yang meminta pengakuan maupun 
pelaksanaan putusan panel arbitrase dalam wilayah negara 
anggota meminta pengadilan domestik yang kompeten 
maupun otoritas lain dimana pihak tersebut telah dirancang 
sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Untuk tujuan ini, 
salinan dari putusan asli diberikan oleh sekretaris jendral 
ICSID. Setiap negara anggota wajib memberikan notifikasi 
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kepada sekretaris jendral ICSID terhadap pengadilan 
maupun otoritas yang memiliki kompetensi dalam mengakui 
dan melaksanakan putusan arbitrase. Pelaksanaan dari 
putusan panel arbitrase diatur melalui peraturan domestik 
mengenai pelaksanaan putusan arbitrase di dalam wilayah 
negara dimana pelaksanaan putusan dimintakan).202 
 
 Yang tak kalah penting dalam mekanisme penyelesaian 
sengekta investasi adalah mengenai pengakuan dan 
pelaksanaan putusan panel arbitrase melalui pengadilan 
domestik negara anggota dimana pelaksanaan putusan 
dimintakan. Setiap negara anggota dalam hal ini memiliki 
kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan panel 
arbitrase melalui prosedur yang ditetapkan melalui putusan 
pengadilan domestik yang diberikan kewenangan terhadap 
pengakuan dan pelaksanaan putusan panel arbitrase ICSID.  
 
B. Putusan International Centre for Settlement of Investment Dispute 
(ICSID) ditinjau dari perspektif HAM internasional (Studi kasus 
ICSID Case No. ARB/97/3) 
1. Sengketa investasi Vivendi Universal v. Argentine Republic203 
a. Dudukan perkara 
Sengketa antara Vivendi Universal melawan Republik Argentina 
merupakan sengketa investasi yang terjadi antara investor yang 
berasal dari Prancis dengan Republik Argentina. Sengketa ini 
mengenai gugatan yang diajukan kepada Republik Argentina 
melalui panel arbitrase ICSID, oleh Compagnie Générale des 
                                                             
202 Terjemahan bebas penulis 
203 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) 
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Eaux (selanjutnya disebut CGE), sebuah perusahaan 
multinasional dari Prancis yang bergerak di bidang sumber daya 
air dan sistem saluran yang juga berafiliasi dengan perusahaan 
air di Argentina, Compañía de Aguas del Aconquija S.A 
(selanjutnya disebut CAA). Sengketa yang terjadi antara kedua 
pihak ini merupakan sengketa mengenai kontrak izin yang 
didapatkan oleh CAA pada tanggal 18 May 1995 oleh 
Pemerintah Provinsi Tucuman (selanjutnya disebut Tucuman), 1 
dari 23 provinsi dalam Republik Argentina. Kontrak konsesi 
mulai diinisiasi pada tahun 1993 oleh keputusan dari pemerintah 
Tucuman untuk melakukan privatisasi air dan saluran air yang 
saat itu masih dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Kontrak 
konsesi antara CAA dengan Tucuman terdiri atas 111 halaman 
dengan jumlah pasal sebanyak 16, termasuk didalamnya diatur 
secara mendetail mengenai jasa oleh CGE dan CAA untuk 
melaksanakan pengelolaan air dan saluran air daerah Tucuman 
(bagian 4 dari kontrak konsesi), tarif air yang ditetapkan oleh 
CGE dan CAA (bagian 12 dari kontrak konsesi), serta mengenai 
keadaan dimana GCE akan menciptakan sistem untuk 
mengembangkan dan memperluas investasinya (bagian 11 dari 
kontrak konsesi).204 
Berdasarkan kontrak konsesi, CGE diasumsikan memiliki 
kewajiban untuk mengoperasikan sistem air dan saluran air dari 
                                                             
204 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, fact and legal positions of the parties, paragraf 
24-25, hlm. 9-10. 
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Tucuman dimulai pada tanggal 22 Juli 1995. Dalam proses 
pengoperasian tersebut, terdapat defisiensi teknis dan komersial 
yang serius dalam struktur dan operasi dari air dan sistem 
saluran Tucuman pada saat CGE mengambilalih kewenangan 
tersebut. Masalah mendasar yang dihadapi termasuk beberapa 
kendala operasional yang disebabkan dari infrastruktur yang 
kurang memadai, pemeliharaan fasilitas yang tertunda, biaya 
yang sangat besar untuk mengelola sistem air dan sistem 
saluran di Tucuman, serta gagalnya CGE dalam mengumpulkan 
tarif biaya dari masyarakat Tucuman dalam menggunakan jasa 
CGE terhadap akses air. Hal inilah kemudian yang 
menyebabkan CGE memutuskan untuk menaikkan tarif air agar 
dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul dari 
pengelolaan air dan sistem saluran di Tucuman. Hal ini 
membuat sebagian besar masyarakat Tucuman tidak dapat 
mengakses air dikarenakan biaya air bersih yang sangat tinggi. 
Secara spesifik sengketa yang terjadi antara kedua pihak ini 
merupakan sengketa yang berkaitan dengan kontrak konsesi 
yang dibuat terhadap metode untuk mengukur konsumsi air, 
tingkatan tarif oleh masyarakat Tucuman, waktu dan presentase 
kenaikan tarif air, hak CGE untuk memberikan beban pajak 
tertentu kepada pihak tertentu dan mengenai kualitas air yang 
diberikan oleh CGE.205 
                                                             
205 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, fact and legal positions of the parties, paragraf 
28-32, hlm. 10-12. 
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Fakta bahwa Pemerintah Argentina memiliki kewajiban untuk 
memenuhi hak masyarakat terhadap air menjadi dasar alasan 
pemerintah Argentina dalam proses persidangan di panel 
arbitrase ICSID. Selain itu, desakan masyarakat Tucuman yang 
kesulitan mengakses air bersih membuat pemerintah provinsi 
Tucuman pada tanggal 27 September 1997 mengambil langkah 
untuk memutuskan secara sepihak kontrak konsesi yang CGE 
dan pemerintah Tucuman telah buat sebelumnya dengan alasan 
bahwa CGE telah gagal melaksanakan objek kontrak konsesi 
terhadap penentuan tarif air. Hal ini yang kemudian menjadi 
dasar CGE untuk mengajukan gugatan terhadap Pemerintah 
Argentina melalui panel arbitrase ICSID.206 
Gugatan yang dilayangkan terhadap pemerintah Tucuman 
melalui pemerintah Argentina, pada tanggal 20 Agustus 2007 
diputuskan oleh panel arbitrase ICSID dengan memenangkan 
Penggugat dan mewajibkan Pemerintah Argentina untuk 
membayar kompensasi kepada CAA dan Vivendi Universal 
sejumlah US$105,000,000.00 karena telah terbukti melanggar 
prinsip fair and equitable treatment yang telah menjadi prinsip 
umum dalam hukum internasional. Selain itu, Argentina juga 
diwajibkan dalam membayar ganti rugi kepada Vivendi 
Universal terhadap biaya persidangan sejumlah 
US%701,961.09.207Lebih lanjut, Argentina juga diwajibkan untuk 
                                                             
206 Ibid, hlm. 200. 
207 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, fact and legal positions of the parties, hlm. 263. 
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memberikan kembali kewenangan kepada Vivendi Universal 
dalam mengelola perusahaan air di daerah Tucuman. 
b. Kewajiban Argentina terhadap masyarakat Tucuman dan 
kewajiban terhadap Vivendi Universal 
Dalam sengketa antara Vivendi Universal melawan Negara 
Argentina, Argentina memiliki dua kewajiban prinsipil yang harus 
dipenuhi. (i) Kewajiban Negara Argentina terhadap Masyarakat 
Tucuman; dan (ii) Kewajiban Negara Argentina terhadap 
perusahaan transnasional Vivendi Universal. Hal ini merupakan 
hal yang dilematis bagi Negara Argentina. Dalam hal ini untuk 
memenuhi salah satu kewajibannya, secara otomatis kewajiban 
lainnya tidak dilaksanakan ataupun dilanggar. Di satu sisi, 
Argentina memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat 
Tucuman terhadap akses air, di lain sisi Argentina memiliki 
kewajiban untuk memenuhi hak Vivendi Universal terhadap 
perlakuan yang adil dan pantas.208 Lebih lanjut akan 
dieksaminasi kewajiban Negara Argentina terhadap masyarakat 
Tucuman dan kewajiban terhadap Vivendi Universal yang 
selanjutnya akan ditambahkan mengenai penjelasan tentang 
putusan panel arbitrase ICSID terhadap kasus Vivendi Universal 
melawan Negara Argentina. 
 
i. Kewajiban Argentina terhadap Masyarakat Tucuman 
                                                             
208 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, the tribunal’s analysis of and conclusions on the 
issues, Fair and Equitable Treatment Article 3, hlm. 200-221. 
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Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya 
bahwa dalam hal ini, Argentina memiliki tanggung jawab 
untuk memastikan pemenuhak hak masyarakat Tucuman 
terhadap akses air yang dapat dijangkau. Hal ini 
terefleksikan melalui beberapa instrumen HAM 
internasional seperti DUHAM 1948,209 kovenan Ekosob 
1976,210 kovenan sipol 1976,211 dan beberapa konvensi 
relevan lainnya yang menekankan hak individu terhadap 
air. Fakta bahwa hak terhadap air telah diakui sebagai 
hak dasar bagi tiap individu mengakibatkan Argentina 
harus melaksanakan kewajiban tersebut. Lebih lanjut, 
keadaan dimana negara tidak dapat melaksanakan 
kewajibannya untuk memenuhi hak individu negaranya 
agar dapat mengakses dan menjangkau air karena 
kewajiban lainnya kepada pihak ketiga, tidak secara 
otomatis mengugurkan kewajiban negara dalam 
melaksanakan kewajibannya terhadap pemenuhan hak 
masyarakatnya. Ketika Vivendi Universal  menaikkan tarif 
air pada tahun 1995 di wilayah Tucuman,212 dimana hal 
ini mengakibatkan sulitnya masyarakat Tucuman dalam 
mengakses air menimbulkan kewajiban bagi Negara 
                                                             
209 Pasal 22 Universal Declaration of Human Rights 1948 
210 Pasal 11 (1) & 12 (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural 
Rights 1976. 
211 Pasal 6 (1) International Covenant on Civil and Political Rights 1976. 
212 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, fact and legal positions of the parties, CAA’s first 
bills to its customers, hlm. 67. 
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Argentina untuk memastikan hal tersebut tidak 
berlangsung lama. Sebagaimana kewajiban ini telah 
ditetapkan melalui instrumen HAM internasional yang 
secara eksplisit menekankan hak individu dalam negara 
terhadap air. 
ii. Kewajiban Argentina terhadap Vivendi Universal 
Kewajiban Negara Argentina terhadap Vivendi Universal 
ditetapkan melalui perjanjian bilateral investasi antara 
Negara Argentina dengan Negara Prancis.213 Hal ini 
dikarenakan Vivendi Universal merupakan perusahaan 
transnasional yang berasal dari Negara Prancis. 
“Each Contracting Party shall undertake to accord 
in its territory and maritime zone just and equitable 
treatment, in accordance with the principles of 
international law, to the investments of investors of 
the other Party and to ensure that the exercise of 
the right so granted is not impeded either de jure 
or de facto.”214 
 
Dalam perjanjian bilateral investasi tersebut ditetapkan 
bahwa para pihak dalam perjanjian wajib dalam wilayah 
kedaulatannya untuk melaksanakan perlakuan yang adil 
dan layak sesuai dengan prinsip dalam hukum 
internasional, terhadap investasi dari investor pihak lain 
dan memastikan bahwa dalam pelaksanaan terhadap 
hak tersebut menghalangi secara de jure maupun de 
                                                             
213 Bilateral Investment Treaty between France and Argentina: Agreement on the 
reciprocal promotion and protection of investments 1991. 
214 Pasal 3 Bilateral Investment Treaty between France and Argentina: Agreement on 
the reciprocal promotion and protection of investments 1991. 
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facto. Tujuan dari perjanjian bilateral Argentina-Prancis 
adalah untuk memastikan perlindungan yang bersifat 
resiprokal dan promosi terhadap investasi bagi investor 
yang berasal dari dua negara tersebut. Dalam perjanjian 
bilateral Argentina-Prancis, para pihak diberikan 
kewajiban untuk memperlakukan investor dari negara lain 
secara adil dan layak. Selain itu diatur pula mengenai 
pengambilalihan aset persuahaan dengan kompensasi 
kepada investor. Terkait perlakuan yang adil dan layak 
(Fair & Equitable Treatment), hal ini ditekankan dalam 
perjanjian bilateral Argentina-Prancis karena perlakuan 
yang adil dan layak telah menjadi prinsip umum dalam 
hukum internasional. 
Perlakuan negara kepada investor baru dapat dikatakan 
adil dan layak apabila: (1) Negara dapat menahan diri 
untuk melakukan perbuatan yang diskriminatif atau 
sewenang-wenang;215 (2) perbuatan negara dilakukan 
secara transparan dan melalui proses hukum;216 dan (3) 
menyediakan investor perlindungan dengan memberikan 
                                                             
215 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, fact and legal positions of the parties, Tucuman 
Authorities’ Attacks on Claimants and Their Investment were arbitrary and 
discriminatory, hlm. 119. 
216 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, fact and legal positions of the partie, Lack of 
Transparency and Due Process in the Treatment of Claims, hlm. 121. 
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kepastian terhadap perubahan di masa yang akan 
datang.217 
Pertama, Negara dapat menahan diri untuk melakukan 
perbuatan yang diskriminatif dan sewenang-wenang. 
Suatu perbuatan oleh negara dikategorikan diskriminatif 
atau sewenang-wenang apabila perbuatan tersebut tidak 
beralasan, tidak berdasar hukum, maupun dilakukan 
dengan tujuan untuk merugikan pihak tertentu dimana 
perlakuan ditujukan untuk entitas tertentu saja. 
Kedua, Pebuatan negara dilakukan secara transparan 
dan melalui proses hukum. Perbuatan negara dilakukan 
secara transparan dan melalui proses hukum apabila 
suatu perbuatan dilakukan secara transparan. Hal ini 
termasuk transparansi negara dalam memberikan 
pemberitahuan yang layak kepada investor terhadap 
setiap perbuatan hukum negara. 
Ketiga, Menyediakan investor perlindungan dengan 
memberikan kepastian terhadap perubahan di masa yang 
akan datang. Dalam hal ini, negara juga memiliki 
kewajiban untuk memberikan kepastian terhadap 
perubahan keadaan dalam negara di masa yang akan 
datang. Hal ini berarti bahwa investor memiliki hak untuk 
                                                             
217 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, fact and legal positions of the parties, Tucuman’s 
Actions Deprived Claimants of Their Legitimate Expectations with Respect to the 
Concession, hlm. 123. 
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mengetahui perubahan di masa yang akan datang 
sehingga dapat mengatasi perubahan tersebut. 
c. Putusan panel arbitrase ICSID terhadap sengketa Vivendi 
Universal melawan Argentina 
Putusan panel arbitrase ICSID terhadap sengketa antara 
Vivendi Universal melawan Argentina dikeluarkan pada tangal 
20 Agustus 2007 di Washington D.C. Adapun dalam analysis 
panel arbitrase ICSID menjelaskan beberapa pertimbangan 
termasuk pertimbangan terhadap perlakuan yang adil dan layak 
yang telah diatur melalui perjanjian bilateral investasi Argentina-
Prancis.218 
Dalam putusannya terkait perlakuan yang adil dan layak oleh 
Argentina, panel arbitrase berpendapat bahwa Argentina telah 
melanggar kewajibannya terhadap perlakuan yang adil dan 
layak sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian bilateral 
investasi Argentina-Prancis. Lebih lanjut, panel arbitrase 
melakukan elaborasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 
Negara Argentina.  
Argentina terbukti melanggar kewajibannya berdasarkan 
perlakuan yang adil dan layak dengan melakukan perbuatan 
yang diskriminatif dan sewenang-wenang kepada Vivendi 
Universal serta terbukti tidak transparan dalam melakukan 
perbuatan hukum yang memiliki dampak kepada Vivendi 
                                                             
218 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, The Tribunal Analysis of and Conclusions on the 
Issues, hlm. 200. 
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Universal. Pemutusan perjanjian konsesi pada tahun 1997 oleh 
Argentina dianggap sebagai perbuatan yang sewenang-wenang 
oleh panel arbitrase. Sebelum pemutusan perjanjian konsesi, 
Argentina juga terbukti secara sepihak mengubah klausula tarif 
air dalam perjanjian konsensi.219 Menurut panel arbitrase, hal ini 
tergolong sebagai perbuatan yang diskriminatif karena dilakukan 
secara sepihak. Lebih lanjut, panel arbitrase juga menyimpulkan 
bahwa Argentina tidak transparan dalam melakukan perbuatan 
hukum yang memiliki dampak kepada Vivendi Universal. 
Pemutusan perjanjian konsesi oleh Argentina pada tahun 1997 
termasuk ke dalam perbuatan yang tidak transparan karena 
tidak ada notifikasi sebelumnya bahwa perjanjian konsesi akan 
diputuskan oleh Argentina.220 
Panel arbitrase menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran 
oleh Argentina terhadap perlakuan yang adil dan layak dengan 
melakukan pemutusan perjanjian konsesi antara Argentina 
dengan Vivendi Universal mengenai perjanjian distribusi dan 
privatiasi perusahaan air di provinsi Tucuman, Argentina. 
Secara jelas putusan panel arbitrase ICSID terhadap sengketa 
investasi Argentina melawan Vivendi Universal dijabarkan di 
bawah ini. 
                                                             
219 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, fact and legal positions of the parties, Tucuman 
Authorities’ Attacks on Claimants and Their Investment were arbitrary and 
discriminatory, hlm. 120. 
 
220 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, fact and legal positions of the parties, Lack of 
Transparency and Due Process in the Treatment of Claims, hlm. 122. 
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For the foregoing reasons the Tribunal unanimously 
DECIDES:221  
(i)  Vivendi and CAA are proper claimants in these 
proceedings.  
(ii)  Respondent, the Argentine Republic, has acted in 
breach of Article 3 of the Treaty by failing to grant to 
Claimants fair and equitable treatment of their 
investments according to the principles of international 
law.  
(iii)  Respondent, the Argentine Republic, has acted in 
breach of Article 5(1) of the Treaty by failing to provide 
protection and full security for Claimants’ investments in 
accordance with the principles of fair and equitable 
treatment referred to in Article 3.  
(iv)  Respondent, the Argentine Republic, has acted in 
breach of Article 5(2) of the Treaty by adopting unlawful 
measures of expropriation of Claimants’ investments.  
(v)  Respondent, the Argentine Republic, shall pay 
compensation of US$105,000,000.00 to Claimants as 
follows,  
(a)  to CAA, the sum of US$105,000,000.00, or  
(b)  to Vivendi, the sum of US$99,120,000.00, 
being 94.4% of US$105,000,000.00 and to CAA, 
the sum of US$5,880,000.00, being 5.6% of 
US$105,000,000.00.  
(vi)  Respondent, the Argentine Republic, shall also pay 
interest, compounded annually, at the rate of 6.00%,  
(a)  on the amount of US$51,000,000.00 as from 
28 August1997 until the date of payment, and  
(b)  on the further amount of US$54,000,000 as 
from 5 September 2002 until the date of payment.  
(vii)  Respondent, the Argentine Republic, shall pay to 
Claimants the sum of US$701,961.08, being their 
reasonable legal and other costs of the jurisdictional 
phase of these proceedings, such costs to bear simple 
interest at 6% from this date until payment.  
(viii)  Claimants and Respondent shall bear equally the 
fees and expenses of the arbitrators and the costs of the 
Centre.  
(ix)  All other claims shall be and are hereby dismissed.  
 
Panel arbitrase ICSID memenangkan penggugat, dalam hal ini 
Vivendi Universal karena Tergugat, Negara Argentina telah 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap perjanjian bilateral 
                                                             
221 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 




investasi Argentina-Prancis terkait perlakuan yang adil dan 
layak. Sehingga panel arbitrase ICSID mewajibkan Argentina 
untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Vivendi 
Universal karena telah terbukti merugikan Vivendi Universal 
dengan melakukan pemutusan perjanjian konsesi. 
Dalam hal ini panel arbitrase ICSID melalui putusannya, tidak 
sekalipun mempertimbangkan alasan Argentina dalam 
melakukan pemutusan perjanjian konsesi tersebut. Alasan 
Argentina melakukan pemutusan perjanjian konsesi adalah 
untuk melindungi kepentingan negara Argentina (State 
necessity)222 dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi 
hak masyarakat Tucuman terhadap akses air. Negara Argentina 
dalam memutuskan perjanjian konsesi didasari atas alasan 
pemenuhan hak asasi masyarakat Tucuman terhadap air 
karena pada tahun 1995, masyarakat Tucuman kesulitan 
mengakses air diakibatkan kenaikan tarif air yang dilakukan oleh 
Vivendi Universal. Walupun begitu, panel arbitrase ICSID 
mengabaikan alasan pemenuhan kewajiban terhadap hak 
masyarakat Tucuman terhadap air dan tetap menyimpulkan 
bahwa Argentina telah terbukti melanggar kewajibannya terkait 
perlakuan yang adil dan layak kepada Vivendi Universal. 
 
 
                                                             
222 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, Respondent’s Case, Tariff Increases in Years 
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2. Putusan ICSID ditinjau dari perspektif HAM internasional 
a. Hak terhadap air (right to water) sebagai bagian dari HAM 
Putusan ICSID antara Vivendi Universal melawan Negara 
Argentina mewajibkan Argentina untuk membayar sejumlah 
ganti rugi. Selain itu, Argentina diwajibkan untuk memberikan 
Vivendi Universal wewenang dalam mengelola perusahaan air 
di wilayah Tucuman. Hal ini berimplikasi kepada pemenuhan 
hak masyarakat Tucuman terhadap air bersih karena Vivendi 
Universal kembali diberikan hak untuk mengelola perusahaan 
air di Tucuman dengan penetapan harga yang sulit dijangkau 
oleh masyarakat Tucuman. Putusan ini kemudian berimplikasi 
kepada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara 
Argentina  dengan memberikan wewenang Vivendi Universal 
mengelola perusahaan air di Tucuman dengan menetapkan 
harga air bersih yang tinggi sehingga air bersih sulit dijangkau 
oleh masyarakat Tucuman. 
Hak terhadap air merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh 
setiap orang. Hal ini dikritalisasi melalui instrumen HAM 
internasional yang secara khusus menekankan pentingnya air 
bagi kelangsungan setiap individu.223 Kerangka aturan 
mengenai hak terhadap air memiliki kerangka aturan yang 
kompleks, walaupun sebagian besar ahli HAM internasional 
menyatakan bahwa hak terhadap air merupakan HAM setiap 
                                                             
223 Fabrizio Marrella. The Human Right to water and ICSID Arbitration: Two sides of 
a same coin or an example of fragmentation of international law?. University Cà 
Foscari, Venice, hlm. 15. 
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individu.224 Bahkan instrumen HAM internasional yang secara 
spesifik mengatur mengenai hak terhadap air masih sangat 
minim.  
Dalam tingkat global, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya membahas hak individu terhadap air secara implisit. 
Perkembangan konkret terhadap pengaturan hak individu 
terhadap air diatur melalui instrumen hukum yang tergolong soft 
law melalui Komentar Umum Komite PBB Nomor 15 dalam 
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya pada tanggal 26 November 2002225. Berdasarkan 
komentar umum tentang hak terhadap air menyatakan bahwa 
hak terhadap air diturunkan melalui hak setiap individu untuk 
memiliki kehidupan yang layak (pasal 11 dari ICESCR) dan hak 
untuk kesehatan (pasal 12 dari ICESCR). Lebih lanjut, secara 
implisit hak terhadap air bahkan diatur melalui Konvensi 
Internasional 1979 tentang penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap wanita, Konvensi Internasional 1966 
tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras, Konvensi 
Internasional 1989 tentang hak anak, dan Konvensi 
Internasional 2006 tentang hak penyandang disabilitas. Hak 
terhadap air sebagai bagian tak terpisahkan sebagai kebutuhan 
                                                             
224 M. Fitzmaurice, “The Human Right to Water”. Fordham Environmental Law 
Review, 2007, hlm. 538-586. 
225 General Comment No. 15 (2002), The right to water (arts. 11 and 12 of the 
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights), E/C.12/2002/11, 
20 Januari 2003. 
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mendasar individu ditekankan melalui resolusi dewan umum 
PBB tentang pengakuan hak individu terhadap air dan sanitasi 
dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2010226. Meskipun demikian, 
jaminan mengenai hak individu terhadap air masih menemukan 
masalah yang berkaitan dengan minimnya aturan yang secara 
spesifik mengenai perlindungan dan jaminan individu terhadap 
akses air. November 2006  Komite HAM PBB mengeluarkan 
keputusan mengenai pentingnya air bagi kelangsungan hidup 
individu yang kemudian dikristalisasi melalui resolusi Komite 
HAM PBB pada September 2007 mengenai HAM dan akses 
terhadap air minum dan sanitasi. Dalam pemenuhan hak 
individu terhadap air, terdapat 5 kriteria yang harus dipenuhi 
untuk menentukan pemenuhan hak terhadap air tersebut, di 
antaranya mengenai ketersediaan, aksebilitas, kualitas atau 
keamanan, keterjangkauan, dan akseptabilitas.227 
Pertama, ketersediaan berarti terdapat kuantitas air yang 
memadai dan keberlanjutan dari ketersediaan air. Dengan kata 
lain, air harus tersedia dengan kuantitas yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan individu dan domestik untuk air. Selain itu 
harus juga tersedia fasilitasi sanitasi yang memadai dalam tiap 
perumahan, institusi kesehatan, institusi pendidikan, institusi 
publik maupun dalam tempat kerja. 
Kedua, air juga harus dapat diakses. Ini berarti bahwa sanitasi 
dan fasilitas air secara fisik dapat diakses, pagi maupun malam, 
                                                             
226 United Nation General Assembly Resolution No. 64/292, 2010. 
227 Fabrizio Marrella. Op Cit., hlm. 15. 
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untuk setiap orang dalam suatu negara, termasuk bagi individu 
dengan kebutuhan khusus. 
Ketiga, air juga harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Artinya 
bahwa air tersebut dapat dijangkau melalui penetapan harga 
yang murah agar setiap individu dapat mengambil manfaat dari 
akses terhadap air. Kewajiban dalam membayar jasa, termasuk 
di dalamnya biaya konstruksi dan pemeliharaan tidak dapat 
membatasi hak individu untuk akses terhadap air. Hal ini juga 
berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan 
dilaksanakannya subsidi air bagi individu-individu yang tidak 
mampu mebayar untuk akses terhadap air. 
Keempat, fasilitas sanitasi harus tersedia secara higenis untuk 
digunakan. Hal ini juga mencakup kepentingan individu dengan 
disabilitas dan anak-anak. Pemeliharaan dan pembersihan 
berkala merupakan komponen penting untuk memastikan 
keberlanjutan dari fasilitas sanitasi. Air yang disediakan harus 
memiliki kualitas yang tidak mengandung bahaya terhadap 
kesehatan individu. 
Kelima, fasilitas dan jasa air maupun sanitasi harus secara 
sosial dan budaya dapat diterima. Akseptabilitas berarti privasi, 
maupun fasilitas yang terpisah antara tempat sanitasi 
perempuan dan laki-laki di tempat umum. 
Kelima hal tersebut merupakan komponen yang wajib dipenuhi 
oleh setiap pihak yang berwenang untuk menyediakan air 
kepada individu dalam suatu negara. Realisasi dari hak 
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terhadap air mensyaratkan institusi yang responsif dan 
akuntabel dengan pembentukan jelas terhadap kewajiban dan 
koordinasi antara pihak-pihak yang terkait. Dalam hal terjadi 
pelanggaran, baik yang dilakukan oleh negara maupun pihak 
bukan negara, negara wajib untuk menyediakan akses ganti 
kerugian dalam tingkat nasional maupun internasional. Korban 
pelanggaran terhadap akses air memiliki hak untuk menerima 
restitusi dan kompensasi.228 
Hak terhadap air dalam hal ini telah menjadi bagian mendasar 
dari HAM internasional. Dari beberapa instrumen hukum 
internasional, resolusi, maupun putusan pengadilan domestik 
menekankan air sebagai hak mendasar bagi setiap individu. Hal 
ini terefleksikan melalui instrumen hukum yang secara eksplisit 
maupun yang secara implisit mengatur hak individu terhadap 
air, tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakatnya untuk mengakses air, tanggung jawab aktor 
bukan negara dalam menghormati hak individu terhadap akses 
air maupun hak individu ketika terjadi pelanggaran atas hak 
mereka terhadap akses air. 
b. Instrumen HAM relevan 
Hak terhadap air merupakan salah satu bagian tak terpisahkan 
dari hak asasi tiap individu. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya 
dengan penekanan bahwa hak terhadap air diatur secara 
eksplisit melalui beberapa kovenan dan konvensi maupun 
                                                             
228 Fabrizio Marrella. Op Cit., hlm. 20. 
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melalui resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh organisasi PBB. 
Berikut dianalisis instrumen HAM internasional yang berkaitan 
dengan hak terhadap air yang relevan dengan putusan panel 
arbitrase ICSID antara Vivendi Universal melawan Argentina. 
i. Universal Declaration of Human Rights 1948 
Universal Declaration of Human Rights atau yang biasa 
disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(selanjutnya disebut DUHAM 1948) merupakan 
instrumen HAM internasional yang bersifat universal. 
Komitmen negara dalam DUHAM 1948 merupakan 
pencapaian yang bermakna terhadap penghilangan 
segala bentuk tirani, diskriminasi, dan pelanggaran hak 
asasi manusia. DUHAM 1948 menjamin setiap individu 
terhadap hak ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun 
sipil untuk dipenuhi oleh negara maupun aktor bukan 
negara. DUHAM 1948 telah menjadi salah satu instrumen 
HAM internasional yang mengikat bagi setiap negara 
anggota untuk dilaksanakan, terlepas dari karakteristik 
DUHAM yang hanya bersifat deklarasi. DUHAM 1948 
telah menjadi hukum kebiasaan internasional229, 
sehingga setiap negara memiliki kewajiban untuk 
memenuhi tanggung jawab yang diamanatkan melalui 
DUHAM 1948 ini. 
                                                             
229 Hurst Hannum. The Status of the Universal Declaration of Human Rights in 
National and International Law. The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts 
University, hlm. 317. 
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DUHAM 1948 secara umum memberikan jaminan 
kepada setiap individu pemenuhan hak-hak dasar yang 
harus dijalankan oleh negara. Karena hak terhadap air 
merupakan hak mendasar yang diperlukan bagi setiap 
individu, DUHAM 1948 secara implisit menjamin hak 
individu terhadap akses air. 
 “Everyone, as a member of society, has the rights 
to social security and is entitled to realization, 
through national effort and international 
cooperation and in accordance with the 
organization and resources of each State, of the 
economic, social and cultural rights indispensable 
for his dignity and the free development of his 
personality.230 
 
Dalam pasal ini, DUHAM 1948 memberikan jaminan 
kepada tiap individu atas keamanan sosial serta 
pemenuhan haknya atas hak ekonomi, sosial, dan 
budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya, 
sehingga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hal 
tersebut. 
Dalam kasus antara Vivendi Universal melawan 
Argentina, fakta bahwa pada tahun 1995 Vivendi 
Universal mengambil langkah untuk menaikkan tarif air231 
untuk masyarakat Argentina telah jelas mengindikasikan 
bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan ketetapan 
DUHAM 1948 terhadap hak tiap individu atas pemenuhan 
                                                             
230 Psl. 22 Universal Declaration of Human Rights 1948. 
231 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, fact and legal positions of the parties, CAA’s first 
bills to its customers, hlm. 67. 
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hak ekonomi, sosial, dan budayanya. Kenaikan tarif air 
bagi masyarakat Argentina menyebabkan sebagian besar 
masyarakat Argentina kesulitan dalam mengakses air,232 
sehingga dalam hal ini Argentina memiliki kewajiban 
untuk memastikan hal tersebut tidak berlangsung lama 
agar pemenuhan hak masyarakat sesuai dengan pasal 
22 DUHAM 1948 dapat direalisasikan. 
  “Everyone has the rights to a standard of living 
adequate for the health and well-being of himself 
and of his family, including food, clothing, housing, 
and medical care and necessary social services, 
………, lack of livelihood in circumstances beyond 
his control.”233 
 
Lebih lanjut, pasal 25 DUHAM 1948 secara spesifik 
menjamin hak individu terhadap standar hidup yang layak 
untuk kesehatan dan kemakmuran dirinya dan 
keluarganya. Hak terhadap air tercakup dalam pasal 25 
DUHAM 1948 ini. Sebagaimana hal ini ditekankan melalui 
Komentar Umum Nomor 15 PBB pada tahun 2002 yang 
menjelaskan bahwa hak terhadap air tercakup dalam 
kategori hak individu terhadap standar hidup yang layak, 
karena secara khusus air merupakan salah satu 
komponen penting dalam keberlangsungan hidup 
                                                             
232 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, Respondent’s case, actions of the Tucuman 
authorities were responsible, proportionate, and did not constitute expropriation hlm. 
157. 
233 Psl. 25 Universal Declaration of Human Rights 1948. 
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individu.234 Fakta bahwa masyarakat Argentina, 
khususnya di daerah Tucuman kesulitan mengakses air, 
merupakan kejadian yang tidak sejalan dengan amanat 
dalam pasal 25 DUHAM 1948 ini karena sulitnya individu 
mengakses air mengurangi kemungkinan individu 
mendapatkan standar hidup yang layak. Negara 
Argentina dalam hal ini memiliki kewajiban untuk 
memenuhi hak masyarakatnya terhadap standar hidup 
yang layak. 
ii. International Covenant of Economic, Social, and Cultural 
Rights 1976 
Hak individu terhadap air juga diatur melalui kovenan 
internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya 
(selanjutnya disebut kovenan ekosob) Melalui 
pembukaan kovenan ini, negara anggota secara bersama 
mengakui bahwa hak-hak yang tercantum dalam 
kovenan ekosob merupakan hak yang diejawentahkan 
dari martabat individu sebagai manusia.235 
 “The States Parties to the present Covenant 
recognize the right of everyone to an adequate 
standard of living for himself and his family, 
including adequate food, clothing and housing, and 
to the continuous improvement of living conditions. 
The States Parties will take appropriate steps to 
ensure the realization of this right, recognizing to 
                                                             
234 United Nation General Comment No. 15 (November, 2002), The right to water, 
(E/C.12/2002/11), paragraf 3. 




this effect the essential importance of international 
co-operation based on free consent.”236 
    
 Secara jelas ditekankan kewajiban negara dalam 
mengakui dan memenuhi hak masyarakatnya terhadap 
standar hidup yang layak baik bagi dirinya maupun 
keluarganya. Negara anggota kovenan ini wajib untuk 
menagmbil langkah-langkah untuk memastikan 
pemenuhan dan pelaksanaan hak individu terhadap 
standar hidup yang layak. 
“The States Parties to the present Covenant 
recognize the right of everyone to the enjoyment of 
the highest attainable standard of physical and 
mental health.”237 
 
 Lebih lanjut, kovenan ekosob juga menjamin hak individu 
untuk menikmati standar kesehatan secara fisik dan 
mental yang layak dan dalam hal ini negara memiliki 
kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Hak terhadap 
air dijelaskan lebih lanjut melalui Komentar Umum Nomor 
15 PBB tentang kovenan ekosob. Dalam komentar umum 
ini dijelaskan bahwa Hak terhadap air merupakan hak 
setiap individu untuk akses terhadap air yang dapat 
dijangkau secara materil untuk penggunaan individu 
maupun penggunaan domestik.238 Komite HAM PBB 
menggarisbawahi hak terhadap air merupakan bagian 
                                                             
236 Pasal 11 ayat (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 
1976 
237 Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 
1976 
238 United Nation General Comment No. 15 (November, 2002), The right to water, 
(E/C.12/2002/11), paragraf 3. 
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hak atas standar hidup yang layak dan sangat erat 
kaitannya dengan hak individu terhadap kesehatan,239 
mengingat air merupakan salah satu komponen dalam 
menunjang kesehatan. 
Vivendi Universal pada tahun 1995 menaikkan tarif air 
dalam wilayah provinsi Tucuman. Hal ini membuat 
masyarakat Tucuman kesulitan dalam mengakses dan 
mendapatkan air karena harganya yang sulit untuk 
dijangkau. Fakta bahwa Hak masyarakat Tucuman 
terhadap air tergolong ke dalam hak untuk mendapatkan 
standar hidup yang layak dan hak terhadap kesehatan, 
peristiwa yang terjadi pada saat itu tidak sejalan dengan 
pasal 11 dan pasal 12 kovenan ekosob, sehingga Negara 
Argentina pada saat itu memiliki tanggung jawab dalam 
mengatasi hal tersebut agar masyarakatnya dapat 
mengakses air. 
iii. International Covenant on Civil and Political Rights 1976 
Kovenan Sipil dan Politik (selanjutnya disebut kovenan 
sipol) juga secara implisit menjamin hak individu terhadap 
air. Hal ini terefleksikan melalui pasal 6 kovenan sipol. 
“Every human being has the inherent right to life. 
This right shall be protected by law. No one shall 
be arbitrarily deprived of his life.” 
 
 Kovenan sipol menekankan bahwa setiap individu 
memiliki hak untuk hidup. Dimana hak ini dilindungi oleh 
                                                             
239 United Nation General Comment No. 15 (November, 2002), The right to water, 
(E/C.12/2002/11), paragraf 6. 
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aturan hukum. Dalam Komentar Umum 6 PBB tentang 
kovenan sipol menekankan pentingnya peran negara 
bukan hanya dalam hal melindungi masyarakatnya dari 
perampasan hidupnya, akan tetapi negara juga memiliki 
kewajiban dalam memastikan akses terhadap komponen 
kehidupan dan mensyaratkan negara untuk mengadopsi 
langkah positif dalam mengurangi tingkat kematian, 
meningkatkan ekspektasi hidup dan menghapuskan 
malnutrisi dan epidemik yang terjadi dalam negara 
tersebut.240 Hak terhadap air, menurut Komite HAM PBB 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak individu 
untuk hidup.241 
Dalam kasus Vivendi Universal melawan Negara 
Argentina, Vivendi Universal menggugat Argentina 
melalui panel arbitrase ICSID dengan dasar pelanggaran 
Argentina terhadap prinsip Fair and Equitable 
treatment,242 dimana Argentina memutuskan kontrak 
konsesi secara sepihak. Argentina dalam hal ini memiliki 
kewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam 
memenuhi hak masyarakatnya terhadap air karena hal 
tersebut karena hal tersebut merupakan tanggung jawab 
Argentina untuk memastikan hak untuk hidup 
                                                             
240 United Nation General Comment No. 6 (April, 1982), The right of life, paragraf 5. 
241 United Nation General Comment No. 6 (April, 1982), ibid, paragraf 6. 
242 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, the tribunal’s analysis of and conclusions on the 
issues, Fair and Equitable Treatment Article 3, hlm. 200. 
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masyarakatnya terpenuhi, menimbang bahwa kenaikan 
tarif air menyebabkan masyarakat Tucuman kesulitan 
untuk mengakses air dan hal ini dapat mengancam 
kehidupan masyarakat Tucuman. Sulitnya akses air oleh 
masyarakat Tucuman telah jelas tidak sejalan dengan 
pasal 6 kovenan sipol yang memberikan jaminan individu 
atas kehdiupan. 
iv. The Convention on the Elimination of All forms of 
Discrimination againts women 1979 
Secara spesifik HAM internasional juga telah mengakui 
dan menekankan hak terhadap air kepada perempuan. 
Hal ini berlaku untuk memastikan bahwa perempuan 
dapat mengakses air, sebagaimana hal tersebut 
merupakan hak mereka secara penuh dalam menunjang 
kehidupannya. 
 “State parties shall take all appropriate measures 
to eliminate discrimination against women in rural 
areas in order to ensure, on a basis of equality of 
men and women, that they participate in and 
benefit from rural development and, in particular, 
shall ensure to such women the right: (h) To enjoy 
adequate living conditions, particularly in relation to 
housing, sanitation, electricity and water supply, 
transport and communications.”243 
    
 Negara anggota konvensi memiliki kewajiban untuk 
memastikan pemenuhan hak wanita untuk standar hidup 
yang layak yang termasuk di dalamnya hak untuk 
mendapatkan akses terhadap sanitasi (air). Hal ini berarti 
                                                             
243 Pasal 14 ayat (2)(h) The Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination againts Women 1979 
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bahwa Argentina, sebagai negara anggota konvensi ini 
juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan 
pemenuhan hak masyarakat Tucuman, wanita secara 
khusus terhadap hak mereka dalam mengakses air. 
 
v. International Convention on the Rights of Child 1997 
Hak masyarakat terhadap air juga dikerucutkan secara 
spesifik kepada Hak anak terhadap air. Dalam konvensi 
internasional tentang Hak anak diatur pula jaminan atas 
hak anak dalam mengakses air, mengingat bahwa untuk 
kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, air 
merupakan komponen penunjang yang sangat penting. 
 “State parties recognize the right of the child to the 
enjoyment of the highest attainable standard of 
health,…”244 
 
“State parties shall pursue full implementation of 
this right and, in particular, shall take appropriate 
measures: (c) To combat disease and 
malnutrition,….., through, inter alia, ….., the 
provision of adequate nutritious food and clean 
drinking water,….”245 
 
Dalam lingkup masyarakat Tucuman terdapat pula anak-
anak yang oleh negara wajib untuk dipenuhi haknya 
terhadap akses air. Fakta bahwa pada tahun 1995, 
Vivendi Universal, karena alasan teknis dalam 
                                                             
244 Pasal 24 ayat (1) The Convention on the Rights of the Child 1997 
245 Pasal 24 ayat (2)(c) The Convention on the Rights of the Child 1997 
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pengelolaan air memutuskan untuk menaikkan tarif air246 
sehingga sulit untuk diakses setiap orang juga membuat 
anak-anak kesulitan dalam mendapatkan dan mengakses 
air sebagaimana hal ini telah dijamin dalam konvensi ini. 
Konvensi ini juga relevan dengan penyelesaian sengketa 
antara Vivendi Universal melawan Negara Argentina 
karena dalam lingkup masyarakat Tucuman terdapat pula 
sejumlah anak-anak yang terpengaruh atas sengketa 
yang terjadi antara kedua pihak dalam sengketa ICSID. 
vi. United Nation Resolutions 
Ada beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Organisasi 
PBB dan Komite HAM PBB secara khususnya yang 
berkaitan dengan hak individu terhadap akses air. Hal ini 
makin memperkuat posisi hak individu terhadap air 
sebagai salah satu komponen yang mendasar sebagai 
hak tiap individu. 
 “Reaffirms that, in the full realization of the right to 
development, inter alia: (a) The rights to food and 
clean water are fundamental human rights and 
their promotion constitutes a moral imperative both 
for national Governments and for the international 
community;…”247 
    
 Hal ini menunjukkan bahwa posisi hak individu terhadap 
air telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hak 
fundamental tiap individu. Dimana resolusi yang 
                                                             
246 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal v. Argentine Republic 
(ICSID Case No. ARB/97/3) Award, fact and legal positions of the parties, CAA’s first 
bills to its customers, hlm. 67. 
247 United Nation General Assembly Resolution: The right to development 
(A/RES/54/175), hlm.4 paragraf. 12(a). 
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dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB ini menggambarkan 
pola dalam komunitas internasional terhadap pengakuan 
hak air sebagai hak dasar tiap individu. 
 “Calls upon States: (a) To create an enabling 
environment to address the issue of lack of 
sanitation at all levels, including, where 
appropriate, by budgeting, legislation, the 
establishment of regulatory, monitoring and 
accountability frameworks and mechanisms, the 
assignment of clear institutional responsibilities and 
the appropriate inclusion of sanitation in national 
poverty reduction strategies and development 
plans;…”248 
    
Resolusi oleh Komite HAM PBB ini juga memperkuat 
posisi hak terhadap air sebagai hak fundamental bagi tiap 
individu untuk dipenuhi oleh negara dengan langkah-
langkah nyata seperti penyusunan anggaran hingga 
pengaturan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak 
individu dalam negara terhadap air. 
 Affirms that the human right to safe drinking water 
and sanitation is derived from the right to an 
adequate standard of living and inextricably related 
to the right to the highest attainable standard of 
physical and mental health, as well as the right to 
life and human dignity;”249  
 
Reaffirms that States have the primary 
responsibility to ensure the full realization of all 
human rights, and that the delegation of the 
delivery of safe drinking water and/or sanitation 
services to a third party does not exempt the State 
from its human rights obligations;”250 
 
                                                             
248 United Nation Human Rights Committee Resolution: Human Rights and access to 
safe and drinking water and sanitation (A/HRC/RES/12/8), hlm. 2 paragraf. 4(a) 
249 United Nation Human Rights Committee Resolution: Human Rights and access to 
safe drinking water and sanitation (A/HRC/RES/15/9), hlm. 2, paragraf 3. 
250 Ibid, hlm. 3, paragraf 6. 
  
107 
 Calls upon States: (a) To develop appropriate 
tools and mechanisms, which may encompass 
legislation, compeherensive plans and strategies 
for the sector, including financial ones, to achieve 
progressively the full realization of human rights 
obligations related to access to safe drinking water 
and sanitation,…..”251 
 
Recalls that state should ensure that non-State 
service providers: (a) fulfill their human rights 
responsibilities troughout their work processes, 
including by engaging proactively with the State 
and stakeholders to detect potential human rights 
abuses and find solutions to address them;…”252 
 
Resolusi ini semakin memperkuat posisi hak terhadap air 
sebagai hak dasar individu dimana negara wajib 
memenuhi hak individu dalam negaranya terhadap akses 
air. Hal ini merefleksikan hak terhadap air sebagai 
instrumen HAM internasional yang mengikat bagi negara-
negara untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, negara juga 
memiliki kewajiban untuk memastikan pihak ketiga bukan 
negara, termasuk perusahaan multinasional untuk 
memenuhi kewajibannya terhadap HAM termasuk untuk 
berkoordinasi secara aktif dengan negara dan pihak 
terkait untuk mendeteksi pelanggaran HAM potensial dan 
mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
Walaupun demikian, perlu ditekankan bahwa resolusi-
resolusi di atas merupakan instrumen HAM internasional 
yang bersifat soft law. Bukan hanya itu, resolusi-resolusi 
tersebut baru keluar setelah kejadian pelanggaran hak 
                                                             
251 Ibid, hlm. 3, paragraf 8 
252 Ibid hlm. 3, paragraf 9. 
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terhadap air bagi masyarakat Tucuman terjadi pada tahun 
1995. Akan tetapi, resolusi-resolusi ini dapat dijadikan 
konsiderasi untuk menguatkan posisi hak terhadap air 
sebagai hak fundamental bagi tiap individu dan negara 
maupun aktor bukan negara wajib untuk memenuhi hal 
tersebut. 
 
3. Penyelesaian sengketa investasi ICSID ditinjau dari perspektif 
HAM internasional 
Penyelesaian sengketa investasi yang merupakan ranah dalam 
hukum ekonomi internasional. Akan tetapi, penyelesaian sengketa 
investasi internasional dalam suatu kondisi dapat memberikan 
pengaruh kepada rezim hukum lain seperti HAM internasional. 
Dalam putusan ICSID antara Vivendi Universal dan Negara 
Argentina, Negara Argentina diwajibkan untuk melaksanakan 
ketentuan tertentu sesuai dalam putusan ICSID. Dalam hal ini, 
dengan melaksanakan putusan ICSID, Argentina telah melanggar 
beberapa kewajibannya atas pemenuhan Hak terhadap air yang 
telah diatur melalui rezim HAM internasional dalam konvensi-
konvensi terkait. Fakta bahwa putusan ICSID berimplikasi pada 
pemenuhan hak dasar individu mengindikasikan bahwa putusan 
tersebut secara langsung menyebabkan pelanggaran Hak dasar 
individu yang telah dijamin dalam instrumen HAM internasional. 
Melalui perjanjian investasi, baik dari perjanjian bilateral maupun 
perjanjian perdagangan bebas, Negara memberikan jaminan 
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kepada investor terhadap hak yang serupa yang tertuang dalam 
hukum HAM internasional, seperti hak terhadap kepemilikan suatu 
properti. Walaupun demikian, pelaksanaan dari pemenuhan hak 
investor ini dapat memberikan implikasi terhadap hak asasi pihak 
lain, seperti masyarakat dalam suatu negara. Sehingga interaksi 
dan hubungan antara hak asasi dan hukum investasi internasional 
menimbulkan dilema, dalam hal ini bagaimana dua cabang hukum 
internasional ini dapat berdampingan.253 
  Untuk mengetahui lebih lanjut perspektif HAM internasional 
terhadap penyelesaian sengketa investasi melalui panel arbitrase 
ICSID, Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam 
bidang ekonomi dan pembangunan internasional, melakukan 
sebuah riset untuk menemukan kaitan antara hukum HAM 
internasional dengan hukum investasi internasional. Pada tahun 
2014, OECD mengeluarkan hasil riset terkait putusan dalam 
sengketa hukum investasi internasional kaitannya dengan hukum 
HAM internasional.254 Dalam risetnya, OECD melakukan 
eksaminasi terhadap 1.113 putusan panel arbitrase ICSID terkait 
bagaimana para arbitrator mengintegrasikan hak asasi dalam 
analisis dan alasan hukum para arbitrator. Hasil survei 
                                                             
253 LSE Human Rights. “Investors rights and human rights – interactions under 
investment treaty law.” http://blogs.lse.ac.uk/investment-and-human-rights/portfolio-
items/investors-rights-and-human-rights-interactions-under-investment-treaty-law-by-
kathryn-gordon-joachim-pohl-and-marie-bouchard/ Diakses pada 27 Februari 2017, 
pukul 23:09. 
254 K Gordon, J Pohl, M Bouchard, Investment Treaty Law, Sustainable Development 
and Responsible Business Conduct: A Fact-Finding Survey, OECD Working Papers 
on International Investment, 2014/01, OECD Publishing. 
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menyimpulkan bahwa hanya 131 dari 1.113 putusan panel 
arbitrase ICSID yang mempertimbangkan faktor hak asasi dalam 
analisis dan alasan hukumnya.255 Dari 1.113 putusan panel 
arbitrase ICISD, untuk isu hak asasi manusia hanya terdapat 10 
instrumen HAM internasional yang dikutip. 
Tabel 1 
Instrumen HAM internasional yang dikutip dalam putusan arbitrase ICSID 
Instrumen HAM Internasional 
Jumlah putusan yang mengutip 
instrumen HAM internasional 
Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000) 1 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocie (1948) 7 
European Convention on Human Rights (1950) 27 
Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169 (1989) 1 
Inter-American Convention on Human Rights (1969) 2 
International Convention on Elimination Forms of Racial Discrimination  (1965) 8 
International Covenant on Civil and Political Rights (1966) 5 
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966) 1 
Resolution adopted by General Assembly: 61/295 United Nations Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples (2007) 
1 
                                                             
255 LSE Human Rights. “Investors rights and human rights – interactions under 
investment treaty law.” http://blogs.lse.ac.uk/investment-and-human-rights/portfolio-
items/investors-rights-and-human-rights-interactions-under-investment-treaty-law-by-





Sumber: Kertas Kerja OECD 2014256 
 Hasil riset OECD pada tahun 2014 menunjukkan bahwa hanya 
terdapat 10 instrumen HAM internasional yang dikutip dalam 1.113 
putusan panel arbitrase ICSID. Instrumen HAM internasional yang 
paling banyak dikutip adalah Konvensi HAM Eropa yang dikutip 
sebanyak 27 kali. Untuk kovenan sipol hanya dikutip sebanyak 5 kali 
dan kovenan ekosob sebanyak 1 kali. Hal ini mengindikasikan masih 
minimnya pertimbangan HAM internasional dalam analisis dan 
pertimbangan hukum panel arbitrator dalam mengeluarkan putusan-
putusan terkait sengketa investasi antara investor dan negara. 
Benar adanya bahwa hukum investasi internasional dan HAM 
internasional telah memilik keterkaitan satu sama lain. Akan tetapi, 
pengintegrasian HAM internasional ke dalam cabang hukum 
investasi internasional masih terbilang minim. Dengan begitu, 
setelah dilakukan eksaminasi terhadap putusan panel arbitrase 
ICSID, dapat dikatakan bahwa dalam perpsektif HAM internasional, 
putusan panel arbitrase ICSID ini masih tergolong minim dalam 
melakukan intergrasi HAM internasional ke dalam putusan-putusan 
panel arbitrase ICSID. Lebih lanjut, pada tahun 2006, panel ICSID 
juga mengeluarkan putusan terhadap Azurix Corp melawan Negara 
Argentina terkait suplai air kepada masyarakat Argentina.257 Dalam 
                                                             
256 Lampiran 4 K Gordon, J Pohl, M Bouchard, Investment Treaty Law, Sustainable 
Development and Responsible Business Conduct: A Fact-Finding Survey, OECD 
Working Papers on International Investment, 2014/01, OECD Publishing. 
257 Azurix Corp. v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/01/12) 
  
112 
putusannya, panel arbitrase ICSID mewajibkan Negara Argentina 
untuk membayar ganti kerugian kepada Azurix Corp karena telah 
melanggar kewajiban Argentina dalam memenuhi perlakuan yang 
adil dan layak kepada Azurix Corp, padahal pada saat itu, Argentina 
memutuskan perjanjian terhadapa Azurix Corp agar masyarakat 
Argentina dapat mengakses air bersih. Akan tetapi, dalam 
putusannya, panel arbitrase ICSID tidak sekali-kali 
mempertimbangkan alasan pemenuhan hak asasi negara Argentina 
tersbebut dalam melakukan pemutusan perjanjian terhadap Azurix 
Corp. Selain itu, pada tahun 2010, Phillip Morris, sebuah 
perusahaan transnasional yang bergerak di bidang usaha 
tembakau, menggugat Uruguay karena telah membuat kebijakan 
produksi tunggal dan kebijakan bungkus rokok yang dianggap 
merugikan Phillip Morris sebagai perusahaan tembakau dalam 
Negara Uruguay. Padahal, Uruguay melakukan hal tersebut untuk 
memenuhi kewajibannya terhadap pemenuhan hak masyarakat 
dalam mendapatkan lingkungan yang sehat.258 
 Keterkaitan antara hukum investasi internasional dan HAM 
internasional dalam putusan panel arbitrase ICSID sangat erat. Hal 
ini dapat dilihat dari putusan-putusan panel arbitrase ICSID yang 
dapat memengaruhi pemenuhan hak asasi individu dalam suatu 
negara. Kedua cabang hukum internasional ini, pada waktu tertentu, 
memiliki kaitan yang terintegrasi menjadi bagian yang seharusnya 
tidak terpisahkan. Adapun melalui putusan panel arbitrase ICSID 
                                                             
258 Philip Morris Brands Sarl, Philip Morris Products S.A & Abal Hermanos S.A. v. 
Oriental Republic of Uruguay (ICSID Case No. ARB/10/7) 
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dalam Vivendi Universal dan Azurix Corp mengindikasikan bahwa 
hukum investasi internasional dapat mengabaikan instrumen HAM 
internasional. Hal ini tercermin dari putusan yang tidak 
mempertimbangkan instrumen HAM internasional dalam 
menyelesaikan sengeketa investasi internasional antara investor 
dan negara, padahal dalam kasus tersebut, integrasi HAM 
internasional terhadap putusan panel arbitrase ICSID sangatlah 
























1. Mekanisme penyelesaian sengketa Investor-State Dispute 
Settlement (ISDS) telah diatur secara rinci dan jelas dalam 
instrumen hukum internasional yang bernama International Centre 
for Settlement of Investment Dispute Convention (ICSID 
Convention) yang ditetapkan pada tahun 1965. Dalam konvensi 
tersebut diatur mengenai tata cara pendirian panel arbitrase, tata 
cara pendirian panel konsiliasi, kewenangan panel arbitrase, 
prosedur dalam persidangan, para pihak dalam sengketa investasi, 
hukum yang berlaku dalam proses arbitrase, maupun pelaksanaan 
dari putusan panel arbitrase. Dalam persidangan arbitrase ICSID, 
investor akan selalu menjadi penggugat dan Negara akan selalu 
menjadi tergugat. Hal ini sebagaimana diatur melalui konvensi 
ICSID yang didesain untuk menjadi wadah para investor yang 
merasa dirugikan dari kebijakan maupun aturan yang dikeluarkan 
oleh negara tempat dimana investor melakukan bisnisnya. 
2. Putusan panel arbitrase ICSID, dalam keadaan tertentu, dapat 
memengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak individu dalam negara 
tertentu. Dalam kasus Vivendi Universal melawan Negara 
Argentina, Negara Argentina memiliki kewajiban terhadap 
masyarakat Tucuman terhadap pemenuhan hak masyarakat 
Tucuman terhadap akses air. Akan tetapi dengan memenuhi 
kewajiban terhadap warga negaranya, Argentina dinyatakan 
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melanggar kewajiban terhadap Vivendi Universal terkait perlakuan 
yang adil dan layak oleh panel arbitrase ICSID. Adapun instrumen 
HAM internasional yang terkait dengan pemenuhan hak terhadap 
air seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan 
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 
(ICESCR). Putusan panel arbitrase ICSID dalam Vivendi Universal 
melawan Negara Argentina  tidak sekalipun mempertimbangkan 
aspek hak asasi dalam analisis dan pertimbangan hukum para 
arbitrator. Hal ini berdampak pada pemenuhan kewajiban negara 
terhadap hak masyarakatnya yang telah tertuang dalam instrumen 
HAM internasional karena memiliki kewajiban lain terhadap investor 
dalam bidang investasi internasional. Dalam hal ini, akibat putusan 
yang dikeluarkan oleh panel arbitrase ICSID, dimana Argentina 
harus melaksanakan isi putusan tersebut, Negara Argentina telah 
melanggar kewajibannya dalam memenuhi hak dasar 
masyarakatnya terhadap hak akses air bersih yang telah dijamin 
melalui instrumen HAM internasional yang terkait dengan Hak 
terhadap air sebagai hak dasar tiap individu. 
B. Saran 
Upaya dalam mengintegrasi cabang HAM internasional ke 
dalam putusan panel arbitrase ICSID harus menjadi fokus utama ICSID 
dan para arbitrator sebagai upaya dalam pelaksanaan dan 
penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu: 
1. Perlu dipehartikan lebih lanjut Instrumen HAM internasional yang 
ada oleh ICSID maupun arbitrator dalam analisis dan pertimbangan 
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hukumnya dalam upaya menyelesaikan sengketa investasi antara 
investor dan negara. 
2. Terkhusus bagi negara-negara yang melakukan perjanjian bilateral 
investasi maupun perjanjian perdagangan bebas dalam konteks 
investasi, diperlukan integrasi nilai-nilai HAM dalam setiap klausula-
klausula penyelesaian sengketa investasi yang tertuang dalam 
perjanjian investasi tersebut. 
3. Diperlukan adanya kerjasama dan sinergitas antara investor dan 
negara dalam upaya meningkatkan perlindungan, penghormatan, 
maupun pemenuhan hak asasi masyarakat tertentu . Dalam hal ini, 
investor tidak dapat sewenang-wenang untuk mengajukan gugatan 
terhadap negara karena alasan pemenuhan hak asasi dan negara 
juga tidak dapat sewenang-wenang dalam membuat kebijakan 
yang dapat merugikan investor. 
4. Diperlukan studi lebih lanjut terkait keterkaitan antara dua cabang 
hukum internasional, dalam hal ini HAM internasional dan hukum 
investasi internasional agar dapat diketahui batasan-batasan dalam 
pelaksanaan investasi untuk membantu upaya perlindungan, 
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